BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR ‘{O TAHUN 2024

TENTANG

STRATEGI SANITASI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024-2028

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan
Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi
Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2028;

j 58

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4180);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);
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6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022
tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah
Tahun 2022-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1217);

8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 93 Tahun 2020 tentang
Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024 (Berita
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 713);

9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun
2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023
Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI  SANITASI
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024-2028.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lamandau.

4. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

S. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Strategi Sanitasi Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2028
yang selanjutnya disingkat SSK adalah dokumen perencanaan
jangka menengah 5 (lima) tahun yang disusun untuk
memberikan arah pengembangan sanitasi di Daerah.

7. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin
terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan
melalui pembangunan Sanitasi.

8. Pendekatan Berbasis Masyarakat adalah pendekatan yang
menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu
dalam  penyelenggaraan pelayanan, melalui proses
pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.

9. Pendekatan Berbasis Lembaga adalah pendekatan
penyelenggaraan  pelayanan melalui  dinas, badan,
perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
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Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat
ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau
sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil
(outcome), dampak (impact).

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah
karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan
karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak,
berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian
tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimasa yang
akan datang.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap
sebagai penjabaran strategis.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai
prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk
mencapai sasaran.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.

Koordinasi adalah Kkegiatan yang meliputi pengaturan
hubungan kerjsama dari beberapa instansi/pejabat yang
mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan
dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan
duplikasi.

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan
pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasikan
serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau
akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi
masukkan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome)
terhadap rencana dan standar.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang
membuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau

Perancang Peraturan Kab um Asisten I Sekretaris
Per UU [\ Dagrah
7 N K




(2)

(3)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

=5

Pelaksanaan koordinasi dilakukan dengan membentuk tim
penyusun SSK.

Pembentukan tim penyusun SSK sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SSK

Pasal 9

Pemantauan pelaksanaan SSK dilakukan minimal 2 (dua) kali
dalam setahun.

Evaluasi pelaksanaan SSK dilakukan pada akhir tahun
pelaksanaan di bulan Desember.

Hasil pemantauan dan evaluasi SSK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan
kebijakan kelompol kerja perumahan, permukiman, air
minum dan Sanitasi berikutnya dan merupakan informasi
publik.

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan
evaluasi program kegiatan SSK yang menjadi tanggungjawab
Perangkat Daerah masing-masing.

Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada  ayat (1) menunjukkan  adanya
ketidaksesuaian penyimpangan hasil, kepala Perangkat
Daerah melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan.

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil
pemantauan dan evaluasi program kegiatan SSK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.

Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap laporan hasil
pemantauan dan evaluasi program kegiatan SSK sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menunjukkan adanya ketidaksesuaian penyimpangan, Kepala
Badan menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat
Daerah.

(6) Kepala Badan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi
program kegiatan SKK kepada Bupati pada akhir tahun
pelaksanaan di bulan Desember.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 11

(1) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukkan
kepada Pemerintah Daerah melalui tim penyusunan SSK atau
media lain yang disediakan Pemerintah Daerah atas kinerja
pelayanan Sanitasi di Daerah.
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(2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil
tindak lanjut pendapat dan masukkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 12
Pendanaan pelaksanaan SSK bersumber dari:
a. APBN;
b. APBD; dan

c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lamandau.
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG STRATEGI SANITASI
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN
2024-2028

PEMERINTAH KABUPAT

STRATEGI SANITASI KABUPATEN (55K)
KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2024-2028
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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunanan Dokumen
Strategi Sanitasi Kabupaten Lamandau dapat diselesaikan, sebagaimana
diamanatkan untuk menjadi dokumen rencana kerja penanganan sanitasi di
sektor air limbah, persampahan dan drainase di Kabupaten Lamandau Tahun
2024-2028 yang merupakan bagian dari Program Percepatan Sanitasi Permukiman
(PPSP) dalam pencapaian target SDGs yang telah dicanangkan dalam RPJMN
2020-2024 dan Standar Pelayanan Minimal.

Penyusunan dokumen ini secara substansi merupakan sarana untuk
mendorong komitmen pemerintah daerah dalam menyusun rencana tahunan serta
dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.
Rencana strategis yang telah disusun di dalam dokumen ini dapat dijadikan
pegangan oleh pemerintah daerah dalam membuat kebijakan/penganggaran
terkait pembangunan sanitasi dalam Pembangunan jangka menengah daerah baik
dari sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, DAK, Dana
Desa/Masyarakat maupun CSR.

Dokumen ini berisi data profil sanitasi kabupaten serta paket kebijakan
“Bujang Dara Sehat Lamandau” yaitu kolaborasi untuk menjaga lingkungan,
drainase terawat, sampah terpilah dan air limbah domestik terkelola. Serta
rencana aksi paket kebijakan sanitasi dalam bentuk program dan kegiatan tahun
2024-2028 yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih semoga penyusunan Dokumen
Strategi Sanitasi Kabupaten sebagai komitmen penuh dalam mendukung paket
kebijakan sanitasi yang telah disepakati dapat mendorong pelaksanaan kebijakan

pengembangan sanitasi di Kabupaten Lamandau.
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RINGKASAN EKSEKUTIF
(EXECUTIVE SUMMARY)

Penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) merupakan upaya
untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen SSK tahun 2017 yang telah
habis masa berlakunya. Penyusunan dokumen SSK merupakan bagian dari
program percepatan pembangunan sanitasi permukiman yang bertujuan untuk
mencapai target SDGs yang telah dicanangkan di RPJMN 2020-2024. Penyusunan
pemutakhiran implementasi SSK dilaksanakan oleh pokja Perumahan
Permukiman Air Minum dan Sanitasi (PPAS) yang terdiri dari beberapa perangkat
daerah serta dukungan dari City Facilitator (CF). Sektor sanitasi mencakup 3 sektor
yaitu air limbah, persampahan dan drainase, dokumen SSK akan membahas
secara khusus disektor air limbah domestik dan persampahan.

Kabupaten Lamandau memiliki luas 7.673,56 km?yang terdiri dari 8 (delapan)
kecamatan yaitu Kecamatan Bulik, Bulik Timur, Menthobi Raya, Sematu Jaya,
Lamandau, Belantikan Raya, Batangkawa, dan Delang. Batas wilayah Kabupaten
Lamandau secara geografis adalah sebagai berikut:

e Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat

e Sebelah Barat berbatasan dengan provinsi Kalimantan Barat, sebagian
dengan Kabupaten Sukamara

e Sebelah Utara berbatasan dengan provinsi Kalimantan Barat, sebagian
dengan Kabupaten Seruyan

e Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukamara dan
Kotawaringin Barat

Secara astronomis, Kabupaten Lamandau terletak antara posisi 1°9 Lintang
Selatan dan sampai 3°36’ Lintang Selatan dan antara 110°25’ Bujur Timur dan
112°50’ Bujur Timur sehingga Kabupaten Lamandau memiliki iklim tropis. Wilayah
administrasi Kabupaten Lamandau beserta batas administrasinya ditunjukkan

pada gambar berikut ini.
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Gambar Wilayah Administrasi Kabupaten Lamandau
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Sumber : RTRW deupaten Lamandau Tahun 2013 - 2033

Tabel Jumlah Kelurahan/Desa

Per UU f\

565 T Jumlah Luas Terbangun
Desa Kelurahan (km?)
1 Bulik 14 108,0152
2 Sematu Jaya 8 0 57,4824
3 Menthobi Raya 11 0 75,0936
4 | Bulik Timur 12 0 66,846
5 | Lamandau 10 1 188,8056
6 | Belantikan Raya 13 0 105,558
7 | Delang 10 1 91,44
8 | Batang Kawa = 0 82,2
TOTAL 87 3 775,4408
Sumber: Hasil Instrumen SSK dan Analisa Pokja PPAS Kab. Lamandau, 2022
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Tabel Jumlah Penduduk, dan Luas Wilayah per-Kecamatan

Jumlah Penduduk Jumlah Rumah Kepadatan
NO | Kecamatan (jiwa) Tangga Terbangun
Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan | (jiwa/km?)
1 | Bulik 18.428 22957 4.612 8312 3,83
2 | Sematu Jaya 14.107 - 3.530 - 2,45
N 12.735 - 3.187 : 1,70
Raya
4 | Bulik Timur 8.516 - 2.135 - 1,27
5 | Lamandau 10.667 - 2.670 - 0,56
B | SoniEan 9,925 - 2.485 - 0,94
Raya
7 | Delang 6.183 - 1.549 - 0,68
8 | Batang Kawa 3.096 - 780 - 0,38
TOTAL 83.657 22.957 20.948 5.741
Sumber: Hasil Instrumen SSK dan Analisa Pokja PPAS Kab. Lamandau, 2022
Tabel Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat
No Deskripsi Satuan | Jumlah
Pemerintah Daerah
1 | Jumlah truk tinja Unit 2
2 | Status aset Serah terima aset
3 | Kapasitas truk tinja m3 +
4 | Volume truk tinja yang dibuang ke IPLT m3/hari 8
Jumlah truk tinja yang membuang lumpur tinja
S Sl . B : truk/hari 4
ke IPLT
6 | Rata-rata RT terlayani pengurasan lumpur tinja RT/hari 1
Swasta
Jumlah truk tinja Unit -
Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng m3 -
Volume truk tinja yang dibuang ke IPLT m3/hari -
Jumlah truk tinja yang membuang lumpur tinja .
4 truk/hari -
ke IPLT
5 | Rata-rata RT terlayani pengurasan lumpur tinja RT/hari -
Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023
Perancang Peraturan Asisten I Sekretaris
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Tabel Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat)

- IPLT 1
o Desiupe Satuan ] Jumlah
SPALD-S
1 | Nama IPLT IPLT Kabupaten Lamandau
2 | Status aset Sudah
3 | Kapasitas IPLT m3/hari 20
4 | Tahun pembangunan 2015
S | Tahun rehabilitasi -

Desa Batu Kota, Desa Guci, Desa Bunut, Desa

6 \;Vlllaya: cakupan Sungai Mentawa, Desa Tamiang, Desa Bumi
elayanan Angung, Desa Sumber Mulya, Desa Bukit Indah
- Wilayah layanan it 10
terdekat
g W11.ayah layanan o 50
terjauh

Deskripsi IPLT

Sistem yang digunakan

Tidak ada-tangki imhoff-kolam anaerob-kolam
fakultatif-kolam maturasi-sludge drying bed-
pemanfaatan padatan

2 | Kondisi IPLT Bangunan Baik

3 | Kualitas effluen 2
Kualitas pendukung

4 | (sumber air, pagar, Ada, Memadai
jalan akses)

S | Kondisi jalan akses Tanah dan cor beton

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

A
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Dokumentasi Sarana Pengumpulan Sampah

Motor Roda Tiga

Gerobak

Sumber: DLHK, foto diambil tanggal 1 Oktober 2022

Tabel Penampungan Sementara dan Pengangkutan

No Deskripsi Satuan Jumlah
(1) 2) (3) ()
1 | Jumlah TPS
Transfer depo Unit 1
TPS Unit 59
Kontainer Unit 7
Tong Sampah Pejalan Kaki Unit 150
2 | Kapasitas TPS
Transfer depo m3 12
TPS m3 1% |
Kontainer m3 6
Tong Sampah Pejalan Kaki m3 0,02
3 | Jumlah Alat Angkut
Compactor Truk Unit 0
Arm roll truck Unit 7
Dump Truk unit 8
Pick Up unit 0
4 | Kapasitas Alat Angkut
Compactor Truk m3 0
Arm roll truck m3 42
Dump Truk m3 36
Pick Up m3 0
5 | Ritasl Pengangkutan rit/hari 1
Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023
Table Data Pemrosesan Akhir Persampahan
No Deskripsi Satuan TPA
(1) (=) (3) (4)
1 | Nama dan Lokasi TPA 0 Kelurahan Bulik
Wilayah Pelayanan 0 Kecamatan Bulik
2 | Tahun Pembangunan 0 2015
Tahun Optimalisasi 0 0
Usia Pakai TPA (tahun) 0 7
Perancang Peraturan Kabzg/ﬁu}(um Asisten I Sekretaris
Per UU f Dgerah
J/ 4.
7

A
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Sudah serah

3 | Status aset (pilih salah satu) 0 .
terimaTabe
4 | Luas lahan efektif tersedia Ha 11
S | Luas lahan efektif terpakai Ha 0,8
. : - Controlled
6 | Sistem TPA yang digunakan pilih Landfill
7 | Kondisi TPA pilih Beroperasi
3 Alat berat: bulldozer, excavator, Unit Bulldozer: 1 dan
backhoe Exasavator 1
9 | Ketersediaan jembatan timbang Unit Belum
Aspal/beton atau
10 | Kondisi jalan akses masuk perkerasan atau Aspal
tanah
11 | Jumlah sampah yang ditimbun di TPA Ton/hari 23,4
Jumlah sampah yang dikelola di TPA
12 | (direcovery / dikumpulkan oleh Ton/hari 0,002
Pemulung, pengomposan)
Recove as metan (ada/tidak ada, .
ks jika ad:\y sibutkan ju(mlal'inya) e
14 | Listrik Gwh/hari
Pemeriksaan Effluent Lindi
15 (Dilal'cukan / Tic.iak) jika dilakukgn 0 Dilakukan
lampirkan hasilnya secaraa rutin (3-6
bulan sekali)
16 Jarak terdekat dengan area km 1

permukiman

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023
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Sumber: DLHK, foto diambil tanggal I Okeober 2022
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Instalasi Pengolahan Lindi TPA
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: Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan IPLT.

Sarana dan prasarana dasar dalam pengelolaan air limbah
termasuk didalamnya adakah tersedianya fasilitas pengelolaan
lumpur tinja di Kabupaten. Kabupaten Lamandau memiliki IPLT,
hanya belum berfungsi secara optimal, sudah memiliki 2 truck
tinja. Sehingga perlu adanya kerjasama dengan swasta yang
memiliki usaha sedot tinja agar menyalurkan ke IPLT, sehingga
IPLT dapat dimanfaatkan secara optimal.

: Meningkatkan akses cakupan layanan air Limbah di perkotaan
dan perdesaan.
Cakupan layanan air limbah Kabupaten Lamandau saat ini
dengan GAP akses layak 8,4 % (2.242 KK/rumah tangga) dan
GAP akses aman 8,3 % (2.215 rumah) untuk stop BABS masih
ada 13,4 % sehingga diperlukan strategi meningkatkan cakupan
layanan pengelolaan air limbah sampai lima tahun kedepan di

Kabupaten Lamandau.

Berdasarkan berbagai aspek dan hasil analisa SWOT untuk sektor

persampahan berada di posisi Kuadran III dengan menggunakan strategi WO yaitu

menggunakan peluang untuk mengatasi kelemahan.

Strategi 1

Strategi 2

: Penyusunan regulasi sektor persampahan secara komprehensif.
Peraturan Daerah terkait persampahan merupakan peraturan
yang dapat dijadikan dasar oleh pemerintah dan masyarakat
dalam hal pengelolaan sampah di Kabupaten Lamandau.
Kabupaten Lamandau sudah memiliki Peraturan Daerah
tentang pengelolaan persampahan tetapi perlu untuk
diperbaharui dengan menyesuaikan kondisi pengelolaan
persampahan yang ada saat ini. Perda pengelolaan persampahan
perlu dibuat turunannya seperti peraturan bupati (perbup)
pengelolaan kelembagaan (UPTD), pembatasan dan
pengurangan sampah, pengolahan sampah serta tata cara dan
aturan buang sampah. Selain itu, perlu adanya perda tentang

retribusi jasa umum dan turunannya yaitu perbup retribusi.

: Melakukan advokasi, sosialisasi dan kampanye kepada

masyarakat tentang pengelolaan sampah sehingga akan
terbentuk kesadaran untuk meminimalisir timbulan sampah
dari sumber dan kelompok-kelompok pengumpul sampah

mandiri.

Per UU

Daqrah
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Seiring dengan perkembangan kota dan pertambahan jumlah
penduduk, timbulan sampah akan semakin besar. Untuk itu
perlu dilakukan pengurangan timbulan sampah dari rumah
tangga maupun sumber lainnya. Disisi lain, pengurangan
timbulan sampah masih belum menjadi perhatian utama dari
masyarakat. Akses terhadap informasi pengurangan sampah
masih belum maksimal. Untuk itu diperlukan penyebaran
informasi kepada masyarakat melalui advokasi, sosialisasi dan
kampanye agar timbul kesadaran masyarakat akan arti
pentingnya pengurangan sampah, perubahan perilaku dan

perubahan gaya hidup masyarakat dalam mengelola sampah.

: Mengingkatkan cakupan layanan pengelolaan sampah.

Meskipun layanan pengelolaan sampah telah memenuhi target,
namun harus tetap ditingkatkan agar seluruh masyarakat di
Kabupaten Lamandau dapat terlayani dan dikemudian hari

tidak menimbulkan permasalahan persampahan.

: Peningkatan sarana dan prasarana TPA.

Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten
Lamandau belum memadai, shell sanitary landfill sudah penuh,
alat berat pendukung masih kurang, baru ada eksavator dan
mini dozer, drum truck baru ada 6 unit dan kondisi sudah
banyak yang rusak, sehingga perlunya adanya penambahan

sarana dan prasarana di TPA.

: Penyediaan  sarana  perwadahan, pengumpulan, dan

pengangkutan.

Perlunya penambahan/peningkatan sarana pengumpulan,
pemindahan dan pengangkutan sampah dalam rangka proses
persampahan yaitu pewadahan sampah, pengumpulan sampah,
pemidahan sampah, penyediaan alat transportasi atau
pengangkutan sampah dan sampai dengan proses pembuangan

akhir sampah ke TPA sampah.

: Optimalisasi infrastruktur pengurangan sampah.

Dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan dan regulasi
berdasarkan strategi nomor 1 yang akan dilaksanakan sampai
tingkat terendah yaitu ke pemerintah desa. Seperti adanya
regulasi berupa peraturan desa (perdes) tentang iuran untuk
operasional TPS3R, kelembagaan ditingkat desa untuk operator

TPS3R ataupun bank sampah.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu
poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (suistainable development
goals/SDGs) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat
mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Akses dan kualitas air minum
dan sanitasi sangat penting untuk menghindari potensi masyarakat terinfeksi
penyakit yang pada akhirnya menghambat pembangunan negeri, mencegah
stunting, menghapuskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan kualitas
SDM, serta membangun perekonomian berkelanjutan termasuk dalam mencapai
visi Indonesia 2045. Pandemi covid-19 memberikan banyak dampak pada
peningkatan konsumsi air bersih untuk menerapkan protokol kesehatan dalam
aktivitas masyarakat sehari-hari. Pembangunan berbagai fasilitas sanitasi
khususnya tempat cuci tangan di banyak area publik turut mendukung perubahan
perilaku masyarakat untuk mempraktikan PHBS secara lebih konsisten. Dalam
perspektif lingkungan, adanya pandemi mendorong pemerintah menyadari
pentingnya pembangunan sanitasi untuk menjadi prioritas. Kebutuhan akan air
bersih untuk melakukan PHBS dan juga sarana sanitasi yang layak seyogyanya
membuka kesadaran baru bahwa ketersediaan air bersih adalah garda terdepan
dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Demikian juga
akses terhadap sanitasi yang layak serta perilaku higienis merupakan faktor
penting yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan bidang lingkungan
dan kesehatan.

Target SDG’s pada 2030 salah satunya adalah akses dalam sektor air minum
dan sanitasi, diharapkan dapat tercapai 100 persen. Berdasarkan RPJMN 2020-
2024 telah diamanatkan terwujudnya 100% akses air minum layak (15% akses
aman), 90% akses sanitasi layak (15% akses sanitasi aman). Untuk persampahan
target 80 % untuk penanganan dan 20 % pengurangan. Buang Air Besar
Sembarangan (BABS) 0 %. Sehingga target nasional pada 2024 dan global 2030
dapat juga tercapai dengan optimal di waktu yang telah ditentukan. Upaya
perwujudan 100% akses air minum dan sanitasi juga merupakan implementasi
Pasal 12 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa
pelayanan air minum dan sanitasi merupakan kewenangan daerah dan menjadi
urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada pasal lainnya, yaitu
Pasal 298 Ayat 1 disebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai

urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan
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standar pelayanan minimal (SPM). Dengan demikian, belanja daerah untuk
pemenuhan SPM pelayanan air minum dan sanitasi kabupaten mutlak harus
diprioritaskan sehingga harus menyusun strategi, program, dan skema
pembiayaan untuk penyediaan 100% akses air minum dan sanitasi kabupaten.

Tahapan perencanaan adalah bagian penting dalam siklus pembangunan.
Segala kebijakan program dan kegiatan tertentu terlebih dahulu direncanakan
dengan baik untuk mendapatkan hasil yang terukur, efisien dan efektif. Strategi
Sanitasi Kabupaten (SSK) merupakan suatu dokumen perencanaan yang berisi
kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif dalam rangka
memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi
dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis,
terintegrasi dan berkelanjutan. Guna menghasilkan strategi sanitasi kabupaten
sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan suatu kerangka kerja yang menjadi
dasar dan acuan bagi penyusunan strategi sanitasi kabupaten dengan tujuan agar
strategi sanitasi tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat
diimplementasikan. Kerangka kerja strategi sanitasi Kabupaten Lamandau
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi sanitasi Kabupaten
Lamandau. Kerangka kerja sanitasi ini merupakan salah satu produk yang
dihasilkan oleh kelompok kerja sanitasi.

Peran SSK dalam Pembangunan Sanitasi Kabupaten Lamandau

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang disusun oleh pokja Perumahan
Permukiman Air Minum dan sanitasi (PPAS) Kabupaten Lamandau merupakan
dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun yang memberikan arahan
bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten Lamandau. Strategi sanitasi kabupaten
dibutuhkan sebagai pengikat perangkat daerah dan para pelaku pembangunan
sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi
kabupaten. SSK ini mengoperasionalkan urusan wajib sekaligus menjadi wujud
perhatian yang lebih dari pemerintah kabupaten terhadap pengelolaan sanitasi
terutama untuk berkontribusi dalam pencapaian RPJMD dari sektor sanitasi.

Pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten Lamandau pada dasarnya adalah
proses evaluasi data terkait sanitasi dan mengidentifikasikan sejauh mana
kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan sanitasi berdasarkan rencana
yang telah disusun dalam Pemutakhiran Stategi Sanitasi Kabupaten Lamandau
Tahun 2017 dengan mempertimbangkan perkembangan atas kebijakan-kebijakan
baru yang ada terkait, terutama kebijakan di tingkat pysat maupun provinsi.

Pentingnya Memiliki Dokumen Sanitasi Dokumen Strategi Sanitasi Yang
Berkelanjutan. Kabupaten Lamandau memiliki dokumen SSK dan EHRA yang
sudah lebih dari 5 (lima) tahun sehingga wajib dilakukan pemuktahiran yaitu pada

tahun 2023. Pemutakhiran dilakukan mengingat beberapa kondisi di bawah ini :
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Peningkatan kualitas dokumen dari SSK sebelumnya.
a. Adanya kebutuhan untuk mempercepat pencapaian target SDG’s dan
target sanitasi dalam RPJMN 2020 -2024.
b. Adanya kebijakan baru pemerintah terhadap pengelolaan air limbah
dan persampahan.

Dokumen pemutakhiran strategi sanitasi kabupaten yang disusun
merupakan satu rangkaian yang tidak dapat terpisahkan dengan dokumen
terdahulu yang telah tersusun. Proses penyusunan dokumen pemutakhiran
strategi sanitasi Kabupaten Lamandau periode 2024 - 2028 dilakukan berdasarkan
5 (lima) proses yaitu:

a. Internalisasi dan penyamaan persepsi

b. Pemetaan kondisi dan kemajuan pembangunan sanitasi
c. Skenario pembangunan sanitasi

d. Konsolidasi penganggaran dan pemasaran sanitasi

e. Finalisasi

1.1.1 Hubungan SSK Yang Disusun Sebelumnya dengan SSK yang Telah
Dimuktahirkan Serta Kaitannya dengan Dokumentasi Perencanaan
Kabupaten

Dokumen pemutakhiran strategi sanitasi kabupaten yang disusun
merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan dokumen yang
terdahulu yang telah tersusun yang berkaitan dengan perencanaan sektor sanitasi
yaitu Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan
Memorandum Program Sanitasi (MPS) tahun 2013-2014 serta Pemuktahiran SSK
Tahun 2017 dan merupakan bagian dari Program Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman (PPSP). Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) merupakan
dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi
pengembangan sanitasi di kabupaten. Sebagai dokumen perencanaan, SSK tidak
boleh bertentangan dengan dokumen perencanaan lainnya yang ada di kabupaten.
Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam dokumen SSK merupakan hasil
konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan, penganggaran dan
memuat rancangan serta komitmen pendanaan pada tingkat kabupaten, provinsi,
pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya.

Dokumen pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten Lamandau periode 2024
- 2028, diposisikan sebagai acuan di dalam perencanaan strategis sektor sanitasi
skala kabupaten dan telah disesuaikan dengan program kegiatan untuk sektor
sanitasi dengan dokumen perencanaan pemerintah Kabupaten Lamandau. Dalam

penyusunannya SSK harus mengacu kepada RTRW Kabupaten Lamandau,
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lamandau, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJM Nasional.
a. Hubungan SSK dengan RPJMD

RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018 - 2023 dipergunakan sebagai
salah satu acuan penyusunan dokumen strategi sanitasi Kabupaten Lamandau.
Strategi sanitasi Kabupaten merupakan dokumen hasil penjabaran operasional
dari RPJMD, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sektor sanitasi
yang terintegrasi, komperhensif, berkelanjutan dan partisipatif khususnya pada
misi kelima RPJMD Kabupaten Lamandau yaitu “Meningkatkan Pembangunan
Infrastruktur Yang Berkualitas Untuk Pemerataan Pembangunan Yang
Berkeadilan dan Berkelanjutan”.

b. Hubungan SSK dengan Renstra PD

Renstra perangkat daerah dipergunakan sebagai dasar dari penyusunan
pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten Lamandau, maka implementasi
pembangunan sanitasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan
perangkat daerah yang terkait dengan sektor sanitasi.

c. Hubungan SSK dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RTRW dipergunakan sebagai salah satu acuan pemutakhiran dokumen
strategi sanitasi Kabupaten Lamandau dimana untuk rencana kedepannya
perkiraan dan proyeksi jumlah penduduk dan pembangunan infrastruktur sektor
sanitasi harus diperhitungkan dengan mengacu dan tidak bertentangan dengan
kebijakan-kebijakan yang telah digariskan dalam dokumen RTRW Kabupaten

Lamandau.

1.1.2 Masa Berlaku Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, RPJMN dan
RTRW)

Pemutakhiran SSK perlu mengacu pada dokumen perencanaan daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020 — 2024
yang telah disahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 berlaku
selama 5 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lamandau periode 2018-2023 yang kemudian dilakukan Perubahan
RPJMD Kabupaten Lamandau periode 2018-2023 yang telah disahkan melalui
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Lamandau Tahun 2013-2033 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2014.

1.1.3 Target Akses Layak (Termasuk Aman) Bidang Air Limbah Domestik dan

Persampahan
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Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (PSSK) disusun tahun 2023,
dengan masa perencanaan dokumen tahun 2024 - 2028, untuk mencapai SDGs
sesuai target RPUMN 2020 - 2024 yaitu bahwa target air limbah domestik 90%
layak (termasuk 15% aman), BABS terbuka 0%, persampahan yaitu 80%
penanganan dan 20% pengurangan. Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten
(PSSK) ini akan dijadikan dasar penyusunan rencana program dan kegiatan
perangkat daerah terkait sektor sanitasi tiap tahunnya. Berdasarkan baseline
target pembangunan bidang sanitasi sampai tahun 2024 target sanitasi layak
untuk Kabupaten Lamandau 83 %, target sanitasi aman 7 %, target desa stop
buang air besar sembarang (SBS) 90 %, target penanganan sampah perkotaan 80
% dan target pengurangan sampah perkotaan 20 %. Untuk Kabupaten Lamandau,
berdasarkan hasil rapat koordinasi dan kesepakatan Pokja Perumahan,
Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS) maka untuk target tahun 2028,
target akses sanitasi aman 9 %, akses layak 91 %, BABS di tempat terbuka 0%.
Sedangkan untuk target akses persampahan, penanganan persampahan 67 % dan

pengurangan persampahan 33 %.

1.2 Metodologi Penyusunan

Metodologi yang dipakai dalam penyusunan pemutakhiran strategi sanitasi
Kabupaten Lamandau, dilakukan melalui beberapa tahapan proses, yaitu:
1. Review dokumen strategi sanitasi kabupaten (SSK)
Internalisasi program dan kegiatan
Konsultasi dengan pokja provinsi dan satker terkait di provinsi

Akses sumber pendanaan non-pemerintah

PL = e

Pengawalan program dan kegiatan kedalam mekanisme penganggaran formal.
Proses penyusunan pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten Lamandau
terdiri dari beberapa tahapan yang tidak terlepas antara lain sebagai berikut:
1. Melakukan studi EHRA dan kajian lainnya;
2. Mengisi instrumen sanitasi Kabupaten Lamandau;
3. Mereview ssk khususnya kerangka kerja logis, program, kegiatan dan
penganggaran serta program prioritas;
4. Memformulasikan visi dan misi sanitasi Kabupaten Lamandau tahun 2022-
2026;
S. Melakukan konsultasi kepada perangkat daerah terkait di Kabupaten
Lamandau;
6. Melakukan konsultasi teknis kepada pokja provinsi dan satker terkait
(pemanfaatan dana ekternal);
7. Melakukan pertemuan dengan sumber-sumber pendanaan alternatif non
pemerintah ditingkat kabupaten;
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8. Melakukan pengawalan pada mekanisme penganggaran (APBD, APBD Provinsi

dan APBN, swasta dan masyarakat).

1.2.1 Metodologi Pengumpulan Data

Jenis data dan sumber data memuat aspek teknis dan infrastruktur, aspek
peraturan dan kelembagaan, aspek pendanaan serta aspek komunikasi dan
pemberdayaan. Jenis data yang dikumpulkan dalam penyusunan dokumen
pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten Lamandau meliputi data sekunder dan
data primer.

a) Data sekunder, meliputi
* Arsip dan dokumen terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan sanitasi Kabupaten Lamandau berasal dari Badan
Perencana Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, Badan
Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan,
Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Sosial,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pusat Statistik, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dinas/instansi terkait lainnya.
* Dokumen perencanaan meliputi RPUMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018
- 2023, RTRW Kabupaten Lamandau, RPIUM Bidang Cipta Karya
Kabupaten Lamandau Tahun 2018 - 2022, Renstra Perangkat Daerah dan
dokumen perencanaan lainnya.
b) Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari lapangan yang meliputi data
dari survey kondisi eksisting infrastruktur terkait sanitasi serta data
berdasarkan hasil Studi EHRA.

1.2.2 Metodologi Analisa Data

Metodologi analisa data yaitu dengan mereview data-data dari dokumen
pemutakhiran SSK yang sudah ada serta memanfaatkan hasil pengolahan
instrumen SSK yang sudah menggunakan data primer dan sekunder terkini, Hasil
analisa SWOT oleh Pokja PPAS Kabupaten, sehingga dokumen implementasi SSK
ini dapat sejalan dengan dokumen perencanaan lainnya maupun sebagai bahan

masukan /review dokumen perencanaan lainnya yang sudah ada tersebut.

1.2.3 Metodologi Penyusunan SSK

Metodologi penyusunan SSK ini dilakukan melalui partisipasi anggota Pokja
PPAS Kabupaten Lamandau dibantu pendampingan oleh Balai Prasarana
Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah melalui Provinsi Fasilitator

Implementasi.
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1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Pemutakhiran

Strategi Sanitasi Kabupaten Lamandau antara lain:

A. Undang-Undang

die

10.

11.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

B. Peraturan Pemerintah

1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
RumahTangga.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015
tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

C. Peraturan Presiden
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang
Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2020 - 2024.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang

Kebijakan Nasional Sumber Daya Air.

D. Peraturan dan Keputusan Menteri

1.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:
19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar
Tempat Pengelolaan Akhir Sampah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No
3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana
Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:
12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014
Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air
Limbah Domestik.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor: 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayananan
Minimal Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
P.10/MenLHK/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan
Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan RKPD Tahun 2023.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang
Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan Di Daerah Tahun 2022 -
2024.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan RKPD Tahun 2023.

E. Peraturan Provinsi dan Kabupaten

1. Peraturan Daerah nomor 22 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan.

2. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pengelolaan
persampahan.

3. Peraturan Bupati nomor 18 tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi
Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga.

4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 06 Tahun 2021
tentang Rencana Pembanguann Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau nomor 01 Tahun 2021 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten lamandau Tahun 2018-2023.

6. Peraturan Bupati (PERBUP) Lamandau Nomor 40 Tahun 2022 Tentang

Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan pemutakhiran strategi sanitasi
Kabupaten Lamandau ini terdiri dari 6 (enam) bab, beserta lampiran-lampiran
yang tidak terpisahkan sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan
Menjelaskan latar belakang dilakukannya pemutakhiran strategi sanitasi
Kabupaten, metodologi, dasar hukum dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

1.2 Metodologi Penyusunan

1.3 Dasar Hukum

1.4 Sistematika Penulisan
Bab. II Profil Sanitasi Saat Ini
Menjelaskan wilayah kajian SSK dan kondisi umum kabupaten yang mencakup:
administratif, kependudukan, jumlah penduduk miskin dan kebijakan penataan

ruang. Profil sanitasi saat ini menjelaskan capaian akses sanitasi saat ini juga
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sistem pengelolaan air limbah domestik, persampahan perkotaan dan drainase
perkotaan mencakup aspek teknis maupun aspek non teknis dengan data yang
berasal dari studi EHRA, non EHRA, dan dari data sekunder serta menyajikan area
berisiko sanitasi dan permasalahan mendesak sanitasi.

2.1 Gambaran Wilayah

2.2 Profil Sanitasi Saat Ini

2.3 Target Akses Kabupaten yang ingin dicapai

2.4 Permasalahan Sanitasi dan Area beresiko Sanitasi
Bab. III Kerangka Pengembangan Sanitasi.
Menguraikan visi dan misi sanitasi, rencana pengembangan sanitasi meliputi
tuyjuan dan sasaran pembangunan sanitasi, tahapan pengembangan sanitasi,
skenario pencapaian sasaran, dan kemampuan pendanaan sanitasi daerah.

3.1 Visi dan Misi Sanitasi

3.2 Rencana Pengembangan Sanitasi

3.4 Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah
Bab. IV Strategi Pengembangan Sanitasi.
Menjelaskan mengenai strategi sanitasi yang menyeluruh baik sub sektor air
limbah, sub sektor persampahan maupun drainase perkotaan dengan
mempertimbangkan aspek teknis dan non teknis (kelembagaan, pendanaan,
komunikasi, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta aspek kesetaraan
gender dan keberpihakan pada masyakarat miskin).

4.1 Air Limbah Domestik

4.2 Pengelolaan Persampahan
Bab. V Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi.
Pada bab ini berisikan program dan kegiatan hasil pembahasan yang diperoleh
saat internalisasi dan eksternalisasi serta sudah dilakukan perbaikan - perbaikan
seperlunya.
Bab. VI Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK
Bab ini menjelaskan mekanisme, pemantauan dan evaluasi kemajuan

implementasi SSK 5 (lima) tahun kedepan.
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BAB II
PROFIL SANITASI SAAT INI

2.1 Gambaran Wilayah

Kabupaten Lamandau merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten
Kotawaringin Barat pada tahun 2002. Secara astronomis, Kabupaten Lamandau
terletak antara posisi 1°9° Lintang Selatan dan sampai 3°36’ Lintang Selatan dan
antara 110°25’ Bujur Timur dan 112°50’° Bujur Timur sehingga Kabupaten
Lamandau memiliki iklim tropis. Luas wilayah Kabupaten Lamandau sebesar
7.673,56 km? yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan yaitu Kecamatan Bulik, Bulik
Timur, Menthobi Raya, Sematu Jaya, Lamandau, Belantikan Raya, Batangkawa,
dan Kecamatan Delang. Batas wilayah Kabupaten Lamandau secara geografis
adalah sebagai berikut:

e Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat

¢ Sebelah Barat berbatasan dengan provinsi Kalimantan Barat, sebagian
dengan Kabupaten Sukamara

* Sebelah Utara berbatasan dengan provinsi Kalimantan Barat, sebagian
dengan Kabupaten Seruyan

e Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukamara dan
Kotawaringin Barat

Wilayah administrasi Kabupaten Lamandau beserta batas administrasinya

ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2. 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Lamandau

PR KALN
OVINSI LIMANTAN BARAT KABUPATEN SERUYAN

iy

KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

KABUPATEN SUKAMARA

Sumber : RTRW Kabupaten Lamandau Tahun 2013 — 2033

Kondisi fisik permukaan wilayah sebagian besar adalah berupa dataran yang

relatif bergelombang dengan transisi antara 0 — 25 %. Kondisi ini merupakan

Perancang Peratpran Kabag m Asisten I Sekretaris
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bentukan dari perbukitan lemah yang banyak dijumpai pada wilayah sebelah
barat. Sedangkan cekungan dapat ditemukan pada daerah yang masih berupa
rawa.

Geologi permukaan tanah di kawasan Kabupaten Lamandau terdiri dari
lapisan humus, jenis tanah latosol dan podsolik merah kuning yang tahan erosi
namun memiliki tingkat resapan yang sangat kecil. Dibawah permukaan tanah
antara kedalaman 10-15 m terdapat kandungan air tanah yang sementara ini
digunakan sebagai salah satu sumber air penduduk disamping air permukaan
yang ada yaitu sungai. Sedangkan untuk air tanah dalam (>30 m) belum diketahui
secara pasti.

Salah satu sungai terbesar yang melalui wilayah Kabupaten Lamandau adalah
Sungai Lamandau dengan beberapa cabang yang membentuk anak sungai yang
berada di sekitar kota antara lain Sungai Bulik, Sungai Belantikan, Sungai Matu,
Sungai Batang Kawa, Sungai Delang, Sungai Kungkung dan lain-lain. Sungai
Lamandau beserta anak-anak sungainya disamping berfungsi untuk menunjang
kehidupan sehari-hari dari penduduk di sekitarnya juga berfungsi sebagai jalur
transportasi.

Kabupaten Lamandau termasuk daerah yang beriklim tropis tipe A
berdasarkan zona iklim, yaitu jumlah bulan basah lebih banyak dibandingkan
dengan bulan kering. Pada Tahun 2021 curah hujan berkisar antara 119,2 - 433,4
mm/bln. Curah hujan tertinggi terjadi di antara bulan September dan Oktober,
dengan suhu maksimum berkisar antara 33,6°C sampai dengan 35,4°C dan suhu
minimum antara 20,6°C sampai dengan 22,6°C. Kelembaban udara berkisar antara
82% - 88,6%, yang berarti tergolong daerah yang memiliki udara yang cukup
lembab. Kecepatan angin antara 2,0- 2,8 m/det.

Data jumlah penduduk yang dihitung oleh BPS menggunakan Proyeksi
Interim Juni 2021 berdasarkan hasil sensus penduduk 2020. Jumlah penduduk
Kabupaten Lamandau tahun 2021 adalah sebesar 100.535 jiwa yang tersebar
secara tidak merata di 8 (delapan) Kecamatan. Jumlah penduduk terbesar terdapat
di Kecamatan Bulik, yaitu sebesar 39.575 jiwa (39,36 %) akan tetapi kepadatan
penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Sematu Jaya yaitu sebesar 152
penduduk per km?2. Jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Batang Kawa
sebesar 2.695 jiwa atau sebesar 2,68% dan kepadatan penduduk sebesar 1,12
penduduk per km2. Tidak meratanya penyebaran penduduk ini diakibatkan oleh
berbagai hal, antara lain: kondisi geografis, ketersediaan sarana dan prasarana
yang tersedia, lapangan pekerjaan, sehingga menyebabkan ketersediaan jumlah

sumber daya manusia di masing-masing wilayahnya menjadi berbeda.
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Arahan pengembangan untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan
dan perdesaan di Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan
sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan perumahan, kawasan
perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan
pariwisata, ruang evakuasi bencana, dan ruang terbuka hijau, serta
pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan
permukiman perdesaan.

b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan
pemanfaatan ruang non perkotaan dan perdesaan dengan syarat menunjang
fungsi kawasan.

c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan
pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

d. Pada kawasan terbangun di perkotaan, disediakan ruang terbuka hijau
dengan proporsi paling sedikit 30 % dari luas perkotaan meliputi:

- Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, yaitu taman kota, taman
pemakaman umum dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai
dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan

- Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat, yaitu kebun atau halaman
rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan
dengan proporsi 10% (sepuluh persen)

e. Pada kawasan atau lokasi yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau
sebaiknya tidak dialihfungsikan untuk permukiman atau kegiatan lain yang
diperkirakan dapat menurunkan kualitas lingkungan.

f. Untuk pengembangan perumahan yang dilakukan oleh pengembang harus
disertai juga dengan pembanguan fasilitas umum dan fasilitas sosial
terutama pada RTH dan lapangan olahraga, tempat ibadah, tempat
pembuangan sampah sementara serta jalan yang menghubungkan dengan
jalan yang ada di sekitarnya dan jalan utama kota.

Terdapat pula kawasan peruntukan lainnya diantaranya adalah:
a. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan:
- Kodim berada di Ibukota Kabupaten Lamandau yaitu Nanga Bulik,
- Koramil tiap kecamatan di Kabupaten lamandau dan
- Lapangan Hely sebagai pertahanan pangkal perlawanan di Desa
Penyombaan Kecamatan Delang.

b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yaitu pengembangan kawasan

komersial dengan kegiatan perdagangan skala besar, sedang dan rumah

tangga tersebar di seluruh ibukota kecamatan.

Per UU s Dadrah
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c. Kawasan peruntukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan terletak di
perkotaan Nanga Bulik.

d. Kawasan rawan bencana tersebar di daerah-daerah sekitar sungai
Lamandau Kecamatan Bulik dan rawan kebakaran yaitu pada daerah

Kecamatan Sematu Jaya.
2.2 Profil Sanitasi Saat ini

2.2.1 Air Limbah Domestik

Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Lamandau baik dari aspek

teknis maupun aspek non teknis dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1.1 Sistem dan Infrastruktur

Sistem infrastruktur air limbah domestik Kabupaten Lamandau

tergambarkan dalam tabel dan foto-foto sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Capaian Akses Air Limbah Domestik

g Cakupan layanan
e slstem eksisting (%)
Wilayah Perkotaan
A | Akses Aman 0,46%
B | Akses Layak 17,52%
Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman) 13,86%
Akses Layak Bersama 3,20%
C | Akses Belum Layak* 3,56%
D | BABS Tertutup
E | BABS di Tempat Terbuka 0,25%
Wilayah Perdesaan
A | Akses Aman 0,22%
B | Akses Layak 65,07%
Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman) 38,54%
Akses Layak Bersama 13,64%
Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa -
Cubluk) 12,67%
C | Akses Belum Layak* 0,00%
D | BABS Tertutup
E | BABS di Tempat Terbuka 13%
Total 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023
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Tabel 2. 3 Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat

No Deskripsi Satuan 1 Jumlah
Pemerintah Daerah
1 | Jumlah truk tinja Unit | 2
2 | Status aset Serah terima aset
3 | Kapasitas truk tinja m3 4
4 | Volume truk tinja yang dibuang ke IPLT m3/hari 8
5 J u@lah truk tinja yang membuang lumpur f il o i
tinja ke IPLT
6 RfaFa-rata RT terlayani pengurasan lumpur RT/hari 1
tinja
Swasta
1 | Jumlah truk tinja Unit -
2 | Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng m3 -
3 | Volume truk tinja yang dibuang ke IPLT m3/hari -
Jumlah truk tinja yang membuang lumpur .
% | tinja ke IPLT b
5 Ei;z-rata RT terlayani pengurasan lumpur RT/hari

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Gambar 2. 4 Dokumentasi sarana pengangkutan — Truck Tinja

Truck Tinja Truck Tinia

Sumber: DPUPR PERKIMTAN, foto diambil tanggal 5 Oktober 2022
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Tabel 2. 4 Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat)

' - IPLT 1
el Desips] Satuan ! Jumlah
SPALD-S
1 | Nama IPLT IPLT Kabupaten Lamandau
2 | Status aset Sudah
3 | Kapasitas IPLT m3/hari 20
4 | Tahun pembangunan 2015
S | Tahun rehabilitasi -

Wilayah cakupan

Desa Batu Kota, Desa Guci, Desa Bunut, Desa
Sungai Mentawa, Desa Tamiang, Desa Bumi

. Pelayanan Angung, Desa Sumber Mulya, Desa Bukit
Indah
7 Wilayah layanan Km 10
terdekat
3 Wll.ayah layanan Km 50
terjauh

Deskripsi IPLT

Sistem yang

Tidak ada-tangki imhoff-kolam anaerob-kolam

1 Fisvinnltin fakultatif-kolam maturasi-sludge drying bed-
pemanfaatan padatan
2 | Kondisi IPLT Bangunan Baik
3 | Kualitas effluen 2
Kualitas pendukung
4 | (sumber air, pagar, Ada, Memadai
jalan akses)
S | Kondisi jalan akses Tanah dan cor beton

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Gambar 2. 5 Dokumentasi sarana pengolahan — IPLT

IPLT

IPLT

Sumber: PUPRPERKIMTAN, foto diambil tanggal 7 Oktober 2022

Perancang Peraturan
Per UU

Sekretaris
Dae

Asisten I

Kabagqusxm
i

o —




-64 -

Gambar 2. 6 Dokumentasi sarana pengolahan — IPAL

IPAL

Sumber: PUPRPERKIMTAN, foto diambil tanggal 7 Oktober 2022
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Berdasarkan peta cakupan layanan SPAL Domestik diatas, BABS tertinggi
terdapat di Kecamatan Delang sebesar 47,19 % dan yang terendah di Kecamatan
Sematu Jaya yaitu 0%. Akses layak khusus perdesaan tertinggi di Kecamatan Bulik
Timur sebesar 21,03 % dan yang terendah di Kecamatan Bulik yaitu 7,39 %. Untuk
akses layak bersama tertinggi di Kecamatan Belantikan Raya sebesar 20 % dan
yang terendah di Kecamatan Delang yaitu 9 %. Dan untuk akses layak individu
tertinggi di Kecamatan Menthobi Raya sebesar 66,43 % dan yang terendah di
Kecamatan Bulik yaitu 18,38 %.

Per UU s Daerah
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Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa, Kabupaten Lamandau untuk
capaian akses aman tahun 2022 sebesar 0,7 %. Gap akses aman terhadap target
RPJMN Tahun 2024 (target jangka pendek), yaitu sebesar 7,3 %. Target RPJMN
akan berakhir di tahun 2024, masa perencanaan dokumen Pemuktahiran SSK
selama 5 tahun yaitu tahun 2024 - 2028, sehingga tahun 2025 - 2028 Pokja PPAS
Kabupaten Lamandau menyusun target baru, berdasarkan kondisi eksisting dan
kemampuan penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. Capaian
eksisting akses layak tahun 2022 adalah 82,6%. Berdasarkan target yang disusun
maka GAP (%) akses layak untuk jangka pendek (tahun 2024) adalah 3,4% dan
GAP (%) sampai tahun 2028 adalah 8,4%. Untuk capaian eksisting akses BABS,
masih ada 13% yang BABS, diharapkan tahun 2024 BABS akan semakin
menurun, bahkan ditargetkan bisa menjadi 0% pada tahun 2028.

Pada tabel di bawah menggambarkan kondisi capaian desa SBS yang ada di
Kabupaten Lamandau, gap berdasarkan capaian akses eksisting masih sangat
besar. Tahun 2023, GAP terhadap target 27% dan GAP terhadap target tahun 2024

sebesar 42%.

Tabel 2. 7 Analisis GAP Pencapaian Desa SBS Berdasarkan Target Exercise
Provinsi Kalimantan Tengah
GAP (%) GAP (%)
Terhadap Terhadap
target 2023 target 2024

Capaian (%)

ViRuan Tahun 2022

Persentase Desa/Kelurahan
STOP Buang Air Besar 48% 27% 42 %
Sembarangan (SBS)

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lamandau

Tabel 2. 8 Analisis Utilitasi Infrastruktur Eksisting

Analisis Keberfungsian SPALDS Sub-sitem pengangkutan dan pengolahan
SPALD-S

Kapasitas Pengggunaan IPLT % | 5,70
Kapasitas Penggunaan Truk Tinja % 25
Kapasitas angkut terhadap IPLT (desain) % 40
Kapasitas IPLT terhadap total rumah tinggal % 5,15
Kapasitas truk tinja terhadap rumah tangga % | 2,06
SPALD-T

Kapasitas penggunaan IPAL-D Skala Perkotaan % 48
Kapasitas penggunaan IPAL-D Skala Permukiman % | 0,00
Kapasitas penggunaan IPAL-D Skala Kawasan Tertentu % | 0,00

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Per UU Daprah
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Pada Rantai alur air limbah di atas menggambarkan kondisi eksisting

pengelolaan dan infrastruktur di Kabupaten Lamandau. Untuk SPALDT yang

diolah di IPAL terpusat hanya ada 1%, dan belum ada efluent yang terproses. Akses

layak eksisting masih 69%,akses belum layak 4% dan akses cubluk pedesaaan

13%. Belum ada kegiatan penyedotan dan pengolahan di IPLT. Persentase BABS

(di tempat terbuka) 14%.

2.2.1.2 Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

2.2.1.2.1 Kelembagaan Pemerintah Daerah

Tabel 2. 9 Daftar Pemetaan Perangkat Daerah Bidang Layanan dan

Pengolahan SPALD-Terpusat

Perangkat Daerah Tugas dan Fungsi
Dinas Pekerjaan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Umum, Penataan | Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Ruang, Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan dan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kawasan Kabupaten Lamandau.
Permukiman dan ) )
St Bidang Cipta Karya
A. Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan,
menyelenggarakan dan melaksanakan penyelenggaraan
keciptakaryaan
B. Menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang
cipta karya;

2. mengevaluasi rancangan peraturan daerah di bidang
cipta karya yang diajukan oleh kabupaten untuk
perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut;

3. menyampaikan/melaporkan kepada kepala dinas
semua kegiatan dan program pada bidang cipta karya
serta kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan
program Kkerja;

4. pemberian saran/pertimbangan kepada kepala dinas
terhadap kendala-kendala yang dihadapi pada
pelaksanaan program kerja dibidang cipta karya;

5. pengumpulan bahan dan data untuk penyusunan basic
price, harga satuan bangunan gedung negara dan
bangunan umum;

6. penyusunan basic price, harga satuan bangunan
gedung negara dan bangunan umum per-semester;

7. pembinaan teknis dalam bidang cipta karya;

8. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian
pembangunan gedung pemerintah dan rumah dinas;

Perancang Peraturan Kab um Asisten I Sekretaris
Per UU Dag¢rah
| R, |3

\7 ¥




18

10.

11

8

i3,

14.
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16.

17.
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penyelenggaraan penyusunan pengembangan
prasarana lingkungan;

penyelenggaraan penanggulangan akibat bencana alam
di bidang cipta karya;

penetapan kebijakan dan strategi wilayah kabupaten
dalam tata bangunan perkotaan dan pedesaan;
penyelenggaraan pembangunan drainase, mandi, cuci,
kakus, jalan lingkungan, gotong-royong atau box
culvent, sarana dan prasarana air bersih, bangunan
gedung negara dan bangunan umum lainnya;
penyediaan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen
tata bangunan perkotaan dan pedesaan tingkat
kabupaten:

fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan pedesaan di
wilayah kabupaten;

pengumpulan bahan dan data untuk identifikasi
kawasan kumuh;

pengawasan pembangunan dan pengelolaan gedung-
gedung pemerintah, bangunan umum dan perumahan;
pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Dinas Kesehatan | Peraturan Bupati Lamandau Nomor 17 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.

Bidang Kesehatan Masyarakat

A. Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di
bidang Kesehatan masyarakat.

B. Menyelenggarakan fungsi :

Per UU

1. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang
kesehatan masyarakat;

2. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang
kesehatan  keluarga, gizi masyarakat, promosi
kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

3. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
kesehatan  keluarga, gizi masyarakat, promosi
kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

4. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi
kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga,;

5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pelayanan kesehatan keluarga, gizi masyarakat,
promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

Perancang Peraturan Kabag m Asisten I Sekretaris
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6. pembinan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
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Tabel 2. 10 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air

Limbah

Pemerintah Daerah

Seksi/Bidang pada | UPTD/
Dinas/Badan BLU

PD dan
sebagainya

AIR LIMBAH DOMESTIK

Perencanaan

Menyusun target
pengelolaan air limbah
domestik skala Kabupaten

Bidang Cipta Karya/
DPUPR PERKIMTAN

Menyusun rencana program
air limbah domestik dalam
rangka pencapain target

Bidang Cipta Karya/
DPUPR PERKIMTAN

Menyusun rencana anggaran
program air limbah domestik
dalam rangka pencapaian
target

Bidang Cipta Karya/
DPUPR PERKIMTAN

Pengadaan Sarana

Menyediakan sarana
pembuangan awal air limbah
domestik

Bidang Cipta Karya/
DPUPR PERKIMTAN

Membangun sarana
pengumpulan dan
pengolahan awal (tangki
septik)

Bidang Cipta Karya/
DPUPR PERKIMTAN

Menyediakan sarana
pengangkutan dari tangki
septik ke IPLT (truk tinja)

Bidang Cipta Karya/
DPUPR PERKIMTAN

Membangun jaringan atau
saluran pengaliran limbah
dari sumur ke IPAL (pipa
kolektor)

Bidang Cipta Karya/
DPUPR PERKIMTAN

Membangun sarana IPLT
dan atau IPAL

Bidang Cipta Karya/
DPUPR PERKIMTAN

Pengelolaan

Menyediakan layanan
penyedotan lumpur tinja

Bidang Cipta Karya/
DPUPR PERKIMTAN

Mengelola IPLT dan atau
IPAL

Bidang Cipta Karya/
DPUPR PERKIMTAN

Melakukan penarikan
retribusi penyedotan lumpur
tinja

Belum ada regulasi

Memberikan izin usaha
pengelolaan air limbah
domestik, dan atau
penyedotan air limbah
domestik

DPMPTSP
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- Melakukan pengecekan
kelengkapan utilitas teknis
bangunan (tangki septik,
dan saluran drainase
lingkungan) dalam
pengurusan IMB

Bidang Cipta Karya/
DPUPR PERKIMTAN

Pengaturan dan Pembinaan

- Mengatur prosedur
penyediaan layanan air
limbah domestik
(pengangkutan, personil,
peralatan, dll)

Bidang Cipta Karya/
DPUPR PERKIMTAN

- Melakukan sosialisasi
peraturan, dan pembinaan
dalam hal pengelolaan air
limbah domestik

Bidang Cipta Karya/
DPUPR PERKIMTAN

- Memberikan sanksi terhadap
pelanggaran pengelolaan air
limbah domestik

Belum ada regulasi

Monitoring dan Evaluasi

- Melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap capaian
target pengelolaan air limbah
domestik skala
Kabupaten/Kota

Bidang Cipta Karya/
DPUPR PERKIMTAN,
BAPPEDALITBANG

- Melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap kapasitas
infrastruktur sarana

Bidang Cipta Karya/
DPUPR PERKIMTAN,

dan atau menampung serta
mengelola keluhan atas
layanan air limbah domestik

pengelolaan air limbah BAPPEDALITBANG
domestik
- Melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap efektivitas
layanan air limbah domestik, Bidang Cipta Karya/

DPUPR PERKIMTAN

- Melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap baku
mutu air limbah domestik

DPUPR PERKIMTAN,
DLHK, DINKES

Pada Tahun 2023, sedang dilakukan penyusunan ranperda pajak dan

retribusi yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah dimana memuat

retribusi penyedotan tinja yang akan diatur dalam turunan perda tersebut.

Perancang Peraturan
Per UU
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa IPAL-Mekar Mulya, Kec. Sematu
Jaya, dan IPAL-Pemda Bukit Hibul, Kec. Bulik berstatus kurang optimal, IPAL-
Perumahan PEMDA, Kec. Bulik dan IPLT yang cakupan wilayahnya Kecamatan
Bulik berstatus tidak optimal, sedangkan Sanimas di Desa Wonorejo berstatus
berfungsi namun tidak optimal. Sehingga perlu dukungan dari pemda dan
masyarakat supaya dapat berfungsi optimal seperti Sanimas di Desa Kujan.

Pengelola untuk IPAL tidak berjalan.

2.2.1.3 Pemetaan Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa IPAL-Mekar Mulya, Kec. Sematu
Jaya, dan IPAL-Pemda Bukit Hibul, Kec. Bulik berstatus kurang optimal, IPAL-
Perumahan PEMDA, Kec. Bulik dan IPLT yang cakupan wilayahnya Kecamatan
Bulik berstatus tidak optimal, sedangkan Sanimas di Desa Wonorejo berstatus
berfungsi namun tidak optimal. Sehingga perlu dukungan dari pemda dan
masyarakat supaya dapat berfungsi optimal seperti Sanimas di Desa Kujan.
Pengelola untuk IPAL tidak berjalan dengan baik, masih tingginya iddle capacity

juga menjadi permasalahan yang mendesak yang harus diselesaikan.

Tabel 2. 12 Pemetaan Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah

Pemangku Kepentingan Kepentingan Kekuatan/Sumber Daya
Tim anggaran terkait
1. Legislatif , B R th »
. g . Dana aspirasi yang bisa
Anggota Legislatif g g:ﬁg:?viizfn 2. diarahkan untuk
mendukung pengelolaan
air limbah
Meldicsnatas Penyediaan fa'sil§tas
tanggung jawab pengolahan air limbah
Pengusaha/Swasta sosial perusahaan dalam rangka .
(CSR) penuntasan akses air
limbah
BUMDes - -
((?rl;rgl?;)l s_a]s; Alggias Belum ada Belum ada
Mendukung
program
pemerintah untuk Advokasi
Yayasan (PKK) pengentasan BABS Penyuluhan
dan penurunan
stunting
Tokoh Masyarakat - -

Kepentingan : tingkat kekuasaan dan kepentingan berdasarkan hasil/outcome
program/ proyek sanitasi Kekuatan/ Sumberdaya : tingkat penguasaan kewenangan

(otoritas) dan sumberdaya terkait program/proyek sanitasi.

N
Perancang Peraturan Kabaz(u?.lm Asisten I Sekretaris
Per UU D
e gerah
A\ o C ?4' A
\ i
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Tabel 2. 13 Pemetaan Kontribusi Pemangku Kepentingan Non Pemerintah

Daerah
. . s . | Kesediaan Perlunya
Ezrpn:r?t%rlfgan Bontsbiac egtmast Terlibat Fepgprul Keterlibatan
Anggota Legislatif Alokasi Undang-
usulan undang
terkait No.17
pengelolaan Tahun sedang tinggi Ya
air limbah 2014
dalam tentang
APBD DPR
Pemanfaata
n dana
aspirasi
yang bisa
diarahkan
untuk
mendukung
pengelolaan
air limbah
Pengusaha/Swast Penyediaan Undang- sedang sedang Ya
a: fasilitas undang
PT. First pengolahan No.40
Lamandau Timber air limbah Tahun
Internasional dalam 2007
PT. Graha rangka tentang
Cakramulia penuntasan | Perseroan
PT. Sumber akses air Terbatas
Mahardika Graha limbah
PT. Citra Borneo
Indah (Grup)
PT. Gemareksa
Mekarsari
PT. Pilar
Wanapersada
PT. Nirmala Agro
Lestari
Bank Kalteng, BRI,
Mandiri, BNI
Organisasi Massa
(Ormas): - =
Yayasan (BKM /
KSM / LSM / PKK B ¥
Koperasi dll):

Pada pemangku kepentingan untuk peran dari sektor swasta sangat besar

dalam pengelolaan air limbah, sehingga perlu adanya peningkatan peran serta dari

sektor swasta.

2.2.1.4 Regulasi

Kabupaten Lamandau belum memiliki regulasi yang mengatur tentang

pengelolaan air limbah dan retribusi untuk penyedotan lumpur tinja. Untuk

retribusi sedot tinja pada tahun 2023 sedang dilakukan penyusunan regulasi.

Peranca.r‘ g Peraturan
Per UU

Asisten I

Sekretaris
Daprah

{

Kab
aa?l;l?m
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l 4
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Tabel 2. 14 Pemetaan Regulasi Daerah — Air Limbah Domestik

No | Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah — Air Limbah Domestik

1 Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik | Ada | Tidak Ada

|

2 Bila tidak ada,

Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain

yang dipakai dalam menjalankan -
pengelolaan Air Limbah Domestik oleh

pemerintah daerah, sebutkan.

8 Bila ada, sebutkan tahun terbit dan .
nama lengkap Perdanya.

4 Apakah Substansi Perda Pengelolaan Air | Ada | Tidak Ada
Limbah Domestik sudah mencakup 7
minimal substansi pengaturan SPALD-T B
dan SPALD-S sebagaimana Kebijakan
Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan
Pengelolaan Air Limbah Domestik
Substansi pengaturan penyelenggaraan - v
dan Jenis SPALD : SPALD-S dan SPALD-

T

Substansi pengaturan Perencanaan, - N
Konstruksi, Pengoperasian,

Pemeliharaan, Pemanfaatan, dan

Rehabilitasi

Substansi pengaturan kelembagaan, - v
penetapan retribusi, pembiayaan dan

pendanaan

Substansi pembinaan dan pengawasan N

5 Apakah turunan operasional Perda - Belum
Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam ada
bentuk Peraturan Kepala
Daerah/Peraturan Kepala 2 v
Dinas/Pedoman sudah ada?

6 Sebutkan semua turunan mandat Perda - -
Pengelolaan Air Limbah Domestik yang
telah ada

g Apakah tarif retribusi tentang layanan Ada Belum
sedot tinja dan sambungan instalasi Ada
pengolahan air limbah ada di dalam
Perda tentang Tarif dan Retribusi Jasa ) v
Umum

Perancang Pegaturan Kabag p«ﬁ(?'n Asisten I Sekretaris
Per UU A _ Dagrah
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2.2.2 Pengelolaan Persampahan

2.2.2.1 Sistem dan Infrastruktur

Adapun data dan informasi cakupan akses dan layanan sampah serta jenis

dan jumlah infrastruktur yang telah dibangun di wilayah perkotaan di Kabupaten

Lamandau sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 16 Rekapitulasi Akses Pengelolaan Sampah Perkotaan

No. Sistem Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan
1 Pengurangan Sampah 0,2%
2 Penanganan Sampah 83,5%
3 Sampah Tidak Terkelola 16,3%
Total 100,0%

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk pengelolaan sampah perkotaan di

Kabupaten Lamandau, penanganan yang telah dilakukan telah mencapai 83,5 %,

pengurangan sampah cakupannya 0,2 % dan sampah yang tidak terkelola

cakupannya ada 16,3 %.

Tabel 2. 17 Data Timbulan Sampah

No Deskripsi Satuan Jumlah
(1) 2) (3) 4)

1 | Timbulan sampah rumah tangga ton/hari 103,95
Perkotaan ton/hari 22,39
Perdesaan ton/hari 81,57

Data Komposisi sampah (apabila ada) % organic 80
% anorganik 20
2 | Timbulan Sampah Non Permukiman Ton/hari -

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Tabel 2. 18 Data Infrastruktur Pengumpulan Sampah

No Deskripsi Satuan Jumlah
(1) 2) (3) (4)
1 | Jumlah Infrastruktur pengumpulan
Gerobak Unit 0
Gerobak Motor Unit 6
Pick Up Unit S
Becak Unit 0
2 | Kapasitas angkut total
Gerobak m3 117
Gerobak Motor m3 9
Pick Up m3 0
Becak m3 0
3 | Ritase Rit/hari 1
Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023
Asisten I Sekretaris

Kabaya’um
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Peranc Peraturan
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kegiatan pengumpulan sampah

untuk sarana yang dimiliki ada 9 unit gerobak motor dan 3 unit pick up dengan

kapasitas 18 m3 dan 4,5 m3 dan ritase 1 kali/hari. Jumlah infratsruktur

pengumpulan sampah tidak mencukupi untuk melayani kegiatan pengumpulan

sampah di Kabupaten Lamandau.

Motor Roda Tiga

Gerobak

Sumber: DLHK, foto diambil tanggal 1 Oktober 2022

Tabel 2. 19 Penampungan Sementara dan Pengangkutan

No Deskripsi Satuan | Jumlah

(1) 2) (3) 4)

1 | Jumlah TPS
Transfer depo Unit 1
TPS Unit 59
Kontainer Unit 7
Tong Sampah Pejalan Kaki | Unit 150
2 | Kapasitas TPS
Transfer depo m3 12
TPS m3 S
Kontainer m3 6
Tong Sampah Pejalan Kaki m3 0,02
3 | Jumlah Alat Angkut
Compactor Truk Unit 0
Arm roll truck Unit 7
Dump Truk unit 8
Pick Up unit 0
4 | Kapasitas Alat Angkut

Compactor Truk m3 0
Arm roll truck m3 42
Dump Truk m3 36
Pick Up m3 0
S | Ritasi Pengangkutan rit/hari 1

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Kabupaten Lamandau belum memiliki sarana dan prasarana pengolahan

seperti TPST, incinerator, maupun digester. Untuk pemrosesan akhir, Kabupaten

Perancangj)Peraturan Kabag
Per UU

m

Asisten I

Sekretaris

=

O

b C4
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Lamandau hanya memiliki 1 unit TPA untuk menampung persampahan yang ada.

Infratsruktur yang tersedia tercantum pada tabel yang ada dibawah.

Tabel 2. 20 Data Pemrosesan Akhir Persampahan

No Deskripsi Satuan TPA
(1) 2) 3) 4)
1 | Nama dan Lokasi TPA 0 Kelurahan Bulik
Wilayah Pelayanan 0 Kecamatan Bulik
2 | Tahun Pembangunan 0 2015
Tahun Optimalisasi 0 0
Usia Pakai TPA (tahun) 0 7
3 | Status aset 0 Sudah serah terima
4 | Luas lahan efektif tersedia Ha 11
S | Luas lahan efektif terpakai Ha 0,8
6 | Sistem TPA yang digunakan pilih Controlled Landfill
7 | Kondisi TPA pilih Beroperasi
Alat berat: bulldozer, excavator, . Bulldozer: 1 dan
8 Unit
backhoe Excavator 1
9 | Ketersediaan jembatan timbang Unit Belum
Aspal/beto
10 | Kondisi jalan akses masuk S Aspal
perkerasan
atau tanah
11 Jumlah sampah yang ditimbun di Tom iz 23.4
TPA
Jumlah sampah yang dikelola di
12 | TPA (direcovery / dikumpulkan oleh Ton/hari 0,002
Pemulung, pengomposan, lainnya)
Recovery gas metan (ada/tidak ada, .
e jika ada sebutkan jumlahnya) Gg/hari 0
14 | Listrik Gwh/hari 0
Pemeriksaan Effluent Lindi
15 (Dllalfukan ) quak) jika dllakukan 0 Dilakukan
lampirkan hasilnya secara rutin (3-6
bulan sekali)
16 Jarak te.rdekat dengan area km 1
permukiman
Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023
Perancang Peraturan Kabag H m Asisten I Sekretaris
Per UU x N Dagrah
4 (n-
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Gambar 2. 10 Dokumentasi Sarana Pengumpulan Sampah

Alat Berat

Bank Sampah

Instalasi Pengolahan Lindi TPA

Depo Persampahan

Sumber: DLHK, foto diambil tanggal 1 Oktober 2022

Perancang Pegaturan Kabag Hukum Asisten I Sekretaris
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Gambar 2. 11 Dokumentasi Sarana Pengurangan Sampah

Bank Sampah

Sumber: DLHK, foto diambil tanggal 1 Oktober 2022
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Berdasarkan gambar rantai layanan persampahan di atas, memperlihatkan
bahwa penanganan sampah pada TPS3R tidak ada residu yang tersangkut ke TPA,
yang tereduksi di Bank Sampah 0,15%. Penanganan sampah perkotaan sudah
mencapai 83,54 % dan sampah perkotaaan yang belum terkelola 16,31% (1.331

ton/tahun).

2.2.2.2 Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan
2.2.2.2.1 Kelembagaan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 24 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau untuk persampahan dijelaskan

seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2. 23 Daftar Pemetaan Perangkat Daerah Bidang Pengolahan
Persampahan

Perangkat Daerah Tugas dan Fungsi

Dinas Lingkungan | Peraturan Bupati Lamandau Nomor 24 Tahun 2022
Hidup dan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Kehutanan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Kabupaten Lamandau. Bidang Pengelolaan

Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan

Peningkatan Kapasitas

A. Mempunyai tugas perumusan penyusunan,
pengkoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya
dan beracun dan peningkatan kapasitas serta
pengembangan fasilitas teknis serta kerja sama
teknis.

B. Melaksanakan tugas:

1. penyusunan rencana, program dan kegiatan
bidang pengelolaan sampah, limbah bahan
berbahaya dan beracun dan peningkatan
kapasitas;

2. penyusunan informasi pengelolaan sampah
tingkat kabupaten/kota;

3. penetapan target pengurangan sampah dan
prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu
tertentu;
perumusan kebijakan pengurangan sampabh;
pembinaan pembatasan timbunan sampah
kepada produsen/industri;

e
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e

{1

11.

12.
13,

14.

15.

16.

5

18.

19.

20.

2l

22,

23

24.

25.

pembinaan penggunaan bahan baku produksi
dan kemasan yang mampu diurai oleh proses
alam;

pembinaan pendaur ulangan sampah;
penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari
produk dan kemasan produk;

perumusan kebijakan penanganan sampah di
kabupaten/kota;

koordinasi pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan dan pemrosesan akhir sampabh;
penyediaan sarpras penanganan sampah;
pemungutan retribusi atas jasa layanan
pengelolaan sampah;

penetapan lokasi tempat tps, tpst, dan tpa
sampabh;

pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir
dengan sistem pembuangan open dumping;
penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap
darurat pengelolaan sampabh;

pemberian kompensasi dampat negatif kegiatan
pemrosesan akhir sampabh;

pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota
lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola
sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan
sampabh;

pengembangan investasi dalam usaha
pengelolaan sampah;

penyusunan kebijakan perizinan pengolahan
sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan
akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
pelaksanaan perizinan pengolahan sampah,
penggangkutan sampah dan pemrosesan akhir
sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
perumusan kebijakan pembinaan dan
pengawasan Kkinerja pengelolaan sampah yang
dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja
pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh
pihak lain (badan usaha);

perumusan penyusunan kebijakan perizinan
penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya
dan beracun (pengajuan, perpanjangan,
perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah
kabupaten/kota;

pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara
limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu
daerah kabupaten/kota

Peran
Per UU
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

pelaksanaan pemantauan dan pengawasan
penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya
dan beracun dalam satu daerah kabupaten/kota;
penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan
dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan
beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan
dan pencabutan) dalam satu daerah
kabupaten/kota;

pelaksanaan perizinan bagi pengumpulan limbah
bahan berbahaya dan beracun;

pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah
bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat
angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah
kabupaten /kota;

pelaksanaan perizinan penimbunan limbah bahan
berbahaya dan beracun dilakukan dalam satu
daerah kabupaten/kota;

pelaksanaan perizinan penguburan limbah bahan
berbahaya dan beracun,;

pemantauan dan pengawasan terhadap
pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan
penimbunan limbah bahan berbahaya dan
beracun;

penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan
masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait
dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;

identifikasi, verifikasi dan validasi serta
penetapan pengakuan keberadaan masyarakat
hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisonal dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait
dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;

penetapan tanah wulayat yang merupakan
keberadaan MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal
atau pengetahuan tradisional dan hak MHA
terkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
pembentukan panitia pengakuan masyarakat
hukum adat;

penyusunan data dan informasi profii MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;

Perancang Reraturan Kabag m Asisten I Sekretaris
Per UU Dagrah
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39. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisonal
terkait PPLH;

40. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
pengembangan dan pendampingan terhadap
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
terkait PPLH;

41. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan
pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait PPLH;

42. penyiapan model peningkatan kapasitas dan
peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait PPLH;

43. penyilapan sarpras peningkatan kapasitas dan
peningkatan Kerjasama MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait PPLH;

44. pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;

45. pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;

46. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;

47. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh
LH;

48. pengembangan kelembagaan kelompok
masyarakat peduli LH;

49. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan
penyuluhan;

S0. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;

S1. pengembangan jenis penghargaan LH;

S2.penyusunan kebijakan tata cara pemberian
penghargaan LH;

53. pelaksanaan penilaian dan pemberian
penghargaan;

S54. pembentukan tim penilai penghargaan yang
kompeten;

55.dukungan program pemberian penghargaan
tingkat provinsi dan nasional;

56. pembinaan, pengendalian, pemantauan
pembinaan, pengendalian, pemantau, evaluasi
dan pelapran pelaksanaan tugas;

S57. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Peraturan dan kebijakan pengelolaan persampahan di Kabupaten Lamandau
dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 22 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang didalamnya memuat
Retribusi Pengelolaan Persampahan, dan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 24
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Lamandau.

Perancang/gfraturan Kabag um Asisten I Sekretaris
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Pengelolaan persampahan ditangani oleh DLHK, sedangkan pengangkutan
sampah dari sumber sampah /TPS sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) serta
sarana dan prasarana, semuanya ditangani oleh DLHK, sedangkan kegiatan pada
sub sektor persampahan untuk pembangunan infrastruktur berbasis penanganan
berada pada DPUPR PEKIMTAM, untuk pengurangan persampahan pembangunan
infrastruktur dan pengelolaan persampahan berupa penanganan dan
pengurangan dilakukan oleh DLHK. Untuk kegiatan sosialisasi, advokasi dan
pemicuan kolaborasi antara DLHK dan Dinas Kesehatan. Pada Tahun 2023,
sedang dilakukan penyusunan Ranperda Pajak dan Retribusi yang mengatur
tentang Pajak dan Retribusi Daerah dimana memuat retribusi pelayanan

persampahan yang akan diatur dalam turunan perda tersebut.

Perancang l?]eraturan Kabag ?Jﬁ?m Asisten I Sekretaris
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Tabel 2. 24 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan

PEMANGKU KEPENTINGAN

FUNGSI Seks.i /Bidang pada UPTD/BLUD PD dgn
Dinas/Badan sebagainya
Perencanaan
Bidang Pengelolaan

Menyusun target Sampah, Limbah Bahan
pengelolaan sampah Berbahaya dan Beracun - -
skala kab/kota, dan Peningkatan

Kapasitas/DLHK

Bidang Pengelolaan
Sampah, Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun - -

dan Peningkatan

Menyusun rencana
program persampahan
dalam rangka
pencapaian target

Kapasitas/DLHK
Menyusun rencana Bidang Pengelolaan
anggaran program Sampah, Limbah Bahan
persampahan dalam Berbahaya dan Beracun - -
rangka pencapaian dan Peningkatan
target Kapasitas/DLHK

Pengadaan Sarana

Bidang Pengelolaan
Menyediakan sarana | Sampah, Limbah Bahan
pewadahan sampah di | Berbahaya dan Beracun - -

sumber sampah dan Peningkatan
Kapasitas/DLHK
Menyediakan sarana Bidang Pengelolaan
pengumpulan Sampah, Limbah Bahan
(pengumpulan dari Berbahaya dan Beracun - -
sumber sampah ke dan Peningkatan
TPS) Kapasitas/DLHK
Membangun sarana Bidang Pengelolaan

Tempat Penampungan | Sampah, Limbah Bahan
Sementara (TPS)/Bak | Berbahaya dan Beracun - -

Sampah/Bak Sampah dan Peningkatan

Terpilah Kapasitas/DLHK

Membangun sarana Bidang Pengelolaan

pengangkutan sampah | Sampah, Limbah Bahan

dari TPS ke Tempat Berbahaya dan Beracun - -
Pembuangan Akhir dan Peningkatan

(TPA) Kapasitas/DLHK

Membangun sarana

D PER N - -
TPA PUPR PERKIMTA

Bidang Pengelolaan
Sampah, Limbah Bahan

M diak
enye laKan sarana Berb ahaya dan Beracun = -

compostin .
P & dan Peningkatan
Kapasitas/DLHK
Perancang Peraturan Kabag m Asisten I Sekretaris
Per UU . Dagrah
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Pengelolaan

Mengumpulkan
sampah dari sumber
ke TPS

Bidang Pengelolaan
Sampah, Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun

dan Peningkatan
Kapasitas/DLHK

Mengelola sampah di
TPS

Bidang Pengelolaan
Sampah, Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun

dan Peningkatan
Kapasitas/DLHK

Mengangkut sampah
dari TPS ke TPA

Bidang Pengelolaan
Sampah, Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun

dan Peningkatan
Kapasitas/DLHK

Mengelola TPA

Bidang Pengelolaan
Sampah, Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun

dan Peningkatan
Kapasitas/DLHK

Melakukan pemilahan
sampah*

Bidang Pengelolaan
Sampah, Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun

dan Peningkatan
Kapasitas/DLHK

Melakukan penarikan
retribusi sampah

Masih belum ada
Perangkat Daerah yang
menangani

Memberikan izin usaha

pengelolaan sampah

Bidang Pengelolaan
Sampah, Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun

dan Peningkatan
Kapasitas/ DLHK

Pengaturan Dan Pembinaan

Mengatur prosedur
penyediaan layanan
sampah (jam
pengangkutan,

personil, peralatan, dll)

Bidang Pengelolaan
Sampah, Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun

dan Peningkatan
Kapasitas/DLHK

Melakukan sosialisasi
peraturan, dan
pembinaan dalam hal
pengelolaan sampah

Bidang Pengelolaan
Sampah, Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun

dan Peningkatan
Kapasitas/DLHK

Memberikan sanksi
terhadap pelanggaran
pengelolaan sampah

SATPOLPP DAMKAR

Perancang Peraturan Kabag H m Asisten I Sekretaris
Per UU Dgerah
2)
K v/ (HL




- 106 -

Monitoring Dan Evaluasi

dan evaluasi terhadap

Melakukan monitoring

sarana pengelolaan
persampahan

. DLHK,
pcenT BAPPEDALITBANG
pengelolaan sampah
skala kab/kota
Melakukan monitoring
dan evaluasi terhadap DLHK,
kapasitas infrastruktur BAPPEDALITBANG,

DPUPR PERKIMTAN

dan evaluasi terhadap
efektivitas layanan
persampahan, dan

mengelola keluhan
atas layanan
persampahan

Melakukan monitoring

atau menampung serta

DLHK

Sedang dilakukan penyusunan Ranperda Pajak dan Retribusi yang mengatur

tentang Pajak dan Retribusi Daerah dimana memuat retribusi pelayanan

persampahan dan kebersihan yang akan diatur dalam turunan perda tersebut.

2.2.2.2.2 Kelembagaan Masyarakat

Untuk pengeloaan persampahan peran serta masyarakat mulai berperan
aktif, terutama dengan adanya pemahaman bahwa sampah dapat menjadi sumber
pendapatan lainnya. Juga mulai adanya perubahan pola pikir masyarakat agar

mengelola sampah dengan baik sehingga dapat menghasilkan lingkungan yang

indah, aman dan nyaman. Dapat terlihat pada tabel berikut.

Perancang Peraturan Kabag H m Asisten I Sekretaris
Per UU Daerah
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2.2.2.4 Regulasi

Tabel 2. 28 Pemetaan Regulasi Daerah - Persampahan

No Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah — Persampahan
1 Perda Pengelolaan Sampah Ada Tidak Ada
¥
2 Bila tidak ada,
Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain
yang dipakai dalam menjalankan
pengelolaan sampah oleh pemerintah
daerah, sebutkan.
S Bila ada, sebutkan tahun terbit dan Perda no 22 tahun 2012
nama lengkap Perdanya. tentang retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan
Perda no 8 tahun 2016
“pengelolaan
persampahan”
4 Apakah Substansi Perda Persampahan N
sudah mencakup minimal substansi
pengaturan yang telah ditetapkan dalam 7
mandat UU No.18/2008 tentang
Pengelolaan Sampah, mohon check-list
daftar berikut:
A Substansi pengaturan : tata cara N
penggunaan hak dan kewajiban
masyarakat dalam pengelolaan sampah.
b Substansi pengaturan : tata cara N
perolehan izin dan jenis usaha kegiatan
pengelolaan sampah
¢ Substansi pengaturan : Pengurangan N
sampah (pembatasan timbulan,
pendauran ulang, dan pemanfaatan
sampah)
d Substansi pengaturan : Penanganan N
sampah (pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan, dan
pemrosesan akhir sampah)
€ Substansi pengaturan : pembiayaan N
penyelenggaraan pengelolaan sampah
f Substansi pengaturan : Pemberian N
kompensasi sebagai akibat dampak
negatif kegiatan TPA
g Substansi pengaturan : Bentuk dan tata N
cara peran serta masyarakat
h Substansi pengaturan : larangan, sanksi N
pidana kurungan/denda tentang
membuang sampah tidak pada
tempatnya, pembuangan terbuka di TPA,
Perancang Peraturan Kabag H m Asisten I Sekretaris
Per UU \ e Dferah
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membakar sampah yang tidak sesuai
ketentuan teknis pengelolaan sampah

1 Substansi pengaturan : Pengawasan N
pengelolaan sampah
jJ Substansi pengaturan : Penerapan sanksi N
administratif
S Apakah turunan operasional Perda Sudah Belum ada
Persampahan dalam bentuk Peraturan ada
Kepala Daerah/Peraturan Kepala N
Dinas/Pedoman sudah ada?
6 Sebutkan semua turunan mandat Perda Waktu
Pengelolaan Persampahan yang telah ada operasional
dan yang belum ada pembuangan

sampah

Kabupaten Lamandau melalui wilayah desa yang memiliki TPS3R, telah
memiliki peraturan desa yang mengatur tentang iuran untuk kegiatan TPS3R.

Wilayah desa tersebut adalah Desa Purwareja, Bumi Agung, Bukit Jaya dan Bukit
Raya.

Per UU Dperah
A
\

Perancang Peraturan Kabag I{yﬂ?n Asisten I Sekretaris
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2.2.2.5 Komunikasi dan Media

Kabupaten Lamandau dalam memperkenalkan kegiatan persampahan untuk
menginformasikan ke masyarakat guna mendukung pencapaian target
pengurangan sampah dan pengolahan sampah menggunakan media sosial

maupun via website sebagai media promosi, sebagai berikut:

Tabel 2. 29 Kegiatan Komunikasi Terkait Persampahan

No Alamat website Sektor
1 https://radarsampit.jawapos.com/dprd /lamandau/ Persampahan
04/12/2021 /lamandau-bangun-tps-3r-berbasis-
masyarakat/
2 https:/ /www.borneonews.co.id /berita/298523-

bupati-lamandau-resmikan-bank-sampah-induk-
bukit-hibul

3 https:/ /www.kotawaringinnews.co.id / bupati-
lamandau-resmikan-tps3r-purwareija/

4 https://jurnalborneo.co.id /berita/bupati-lamandau-
resmikan-tps-3r-di-desa-bumi-agung/

5 https:/ /www.inikalteng.com /bupati-lamandau-
resmikan-tps3r-cemara-1000-desa- bukit-raya/

6 https://www.rri.co.id /index.php/kalimantan-

tengah /daerah /213772 /bupati-lamandau-resmikan-
bsi-bank-sampah-induk-bukit-

hibul?utm source=news main&utm medium=intern
al link&utm_campaign=General%20Campaign

7 https:/ /radarsampit.jawapos.com /radar-
utama/15/04/2023/ gencarkan-menabung-sampah-
di-lamandau/

2.2.3 Drainase Lingkungan

Tabel 2. 30 Lokasi Genangan Wilayah Perkotaan di Kabupaten Lamandau

No Lokasi Genangan Wilayah Genangan
Luas|Ketinggian Lama Frekuansi |Penyebab
(Ha) :
(am/hari) ((Kali/tahun)
1 | JL Tjilik Riwut Depan SDN Nanga 0,3 >30cm >3 1 Hujan
Bulik 2
2 | JL TJilik Riwut Samping SMPN 1 0,3| >30cm >3 1 Hujan
3 | JL. A. Yani Depan Gereja GBI Victory| 0,3 > 30 cm >3 1 Hujan
Nanga Bulik
Perancang Peraturan Kabag Hu, Asisten [ Sekretaris
Per UU — Dagrah
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4 | Jl. A. Yani Depan SMA 1 Bulik 0,2| >30cm <3 1 Hujan

S | Jl. A Yani Depan Kuliner 0,2 >30cm P 1 Hujan

6 | JL. 60 meter 0,4| >30cm >3 1 Hujan

7 | J1. Bukit Hibul Utara 02| >30cm <3 1 Hujan

8 | Jl. Wr. Supratman depan LPP Nanga| 0,3| > 30 cm >3 1 Hujan
Bulik

9 | Jl. Fatmawati 0,2 >30cm <3 1 Hujan

10 | Jl. Batu Batanggui Turunan Ayo 0,3] >30cm >3 1 Hujan
Taad 1

11 | Jl. Pangeran Antasari 0,2] >30cm <3 1 Hujan

12 | JI. Melati 4 (Simpang 4) dan Jl. 0,3] >30cm <3 1 Hujan
Kenanga

13 | JL. A. Yani depan Delta Seven 0,2 >30cm <3 1 Hujan

Sumber : DPUPR PERKIMTAM Tahun 2023, diolah

Genangan yang dimaksud adalah kategori genangan air yang terjadi dengan

ketinggian lebih dari 30 cm selama 2 jam atau lebih dan frekuensi terjadi 1 kali

setahun, terjadi akibat saluran sekunder belum terhubung ke saluran primer dan

akibat

adanya pembangunan yang mengakibatkan

tertutupnya

saluran

pembuangan sekunder selain memang merupakan daerah cekungan, yang dapat

digambarkan pada peta lokasi genangan dan luas genangan sebagai berikut.

Perancang Pgraturan Kabag H Asisten 1 Sekretaris
Per UU Daerah
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2.3 Area Beresiko dan Permasalahan Sanitasi

Area beresiko sanitasi adalah daerah yang terjadinya penurunan kualitas
hidup, kesehatan, bangunan dan atau lingkungan, akibat rendahnya akses
terhadap layanan sektor sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Tujuan
penetapan area beresiko adalah:

1) Memetakan area-area yang memiliki resiko sanitasi.

2) Mengklarifikasikan area berdasarkan tingkat resiko kesehatan lingkungan
dengan cakupan area desa per kecamatan.

Penetapan proposi area beresiko sanitasi didasarkan pada 3 aspek yaitu, data

sekunder, hasil studi EHRA, dan persepsi perangkat daerah yang tertuang dalam

instrument SSK dengan rincian sebagai berikut:

a) Data Sekunder : 40 %
Pengumpulan data sekunder yang dilakukan di Kabupaten Lamandau antara
lain: kepadatan penduduk (populasi, luas daerah), cakupan pelayanan air
minum, jumah KK miskin, jumlah jamban, jumlah sampah terangkut, luas
genangan, persentase wilayah terbangun, dll.
b) Study EHRA : 50 %
Data hasil studi EHRA dalam pengumpulan data penetapan area beresiko
yang meliputi:
1) Sumber air, yakni: sumber air tercemar, penggunaan sumber air tidak
terlindungi, kelangkaan air.
2) Air limbah dometik, yakni: tangki septik suspek aman, pencemaran
karena pembuangan isi tangki septik, pencemaran karena SPAL.
3) Persampahan, yakni: pengelolaan sampah, frekuensi pengangkutan
sampah, ketepatan waktu pengangkutan sampah, pengelolaan setempat.
4) Genangan air, yakni: adanya genangan air.
S) Perilaku hidup bersih dan sehat, yakni: CPTS di 5 waktu penting, apakah
lantai dan dinding jamban bebas dari tinja, apakah jamban bebas dari
kecoa dan lalat, keberfungsian penggelontoran, apakah ada sabun di
dalam/dekat jamban, pencemaran pada wadah penyimpanan dan
penanganan air, perilaku BABS.
Persepsi Perangkat Daerah : 10 %
Persepsi perangkat daerah terkait yang mengetahui kondisi eksisting di
wilayah studi dan juga memberikan kondisi eksisting di wilayah studi dan juga
memberikan pertimbangan terkait dengan fungsi tata ruang (urban Jfunction)

dimasa mendatang. Perangkat daerah ini memberikan skor yang telah disepakati

bersama terhadap desa di Kabupaten Lamandau.

Perancanj Peraturan Kabag ikywm Asisten 1 Sekretaris

Per UU — Dgerah
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Penentuan Area Beresiko

Penentuan area beresiko dilakukan dengan cara:
1) Membandingkan seluruh hasil pemberian skor (data sekunder, EHRA, persepsi
perangkat daerah)
2) Melakukan diskusi dan kesepakatan cara untuk menetapkan skor akhir
3) Melakukan observasi lapangan untuk mengecek hasil kesepakatan
4) Sepakati hasil akhir dengan cara tiap desa sampling yang mewakili kluster
akan mempengaruhi terhadap area beresiko pada desa di kluster yang sama
S) Melakukan pemberian agreed score (skor kesepakatan bersama) terhadap desa

di Kabupaten Lamandau.

2.3.1 Area beresiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik

Hasil perhitungan pada instrumen profil sanitasi diperoleh area beresiko
sanitasi air limbah domestik dengan menggabungkan hasil data sekunder, Indeks
Resiko Sanitasi (EHRA), dan presepsi perangkat daerah. Proposi yang disepakati
oleh pokja sanitasi Kabupaten Lamandau untuk menentukkan area beresiko air
limbah domestik sebagai berikut:

e Data Sekunder 40 %
e Study EHRA 50 %,
e Persepsi perangkat daerah 10 %.

Dari hasil pemetaan area beresiko sanitasi sub sektor air limbah dapat dilihat
pada Gambar 2.8 dan Tabel 2.29 di bawah ini

Perancang Peraguran Kabag m Asisten I Sekretaris
Per UU Dagrah
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Dari tabel area beresiko air limbah domestik disepakati bahwa ada area

beresiko 4 (sangat tinggi) ada 7 desa yang tersebar di 5 kecamatan yang berbeda.

Area beresiko 3 (tinggi) ada 23 desa yang tersebar di 6 kecamatan. Sedangkan

untuk mengetahui permasalahan mendesak air limbah domestik dapat dilihat

pada Tabel 2.30 dibawah ini.

Tabel 2. 31 Area Beresiko Sanitasi Air Limbah Domestik

NO | Area Beresiko *) Wilayah Prioritas
Kecamatan Desa/Kelurahan

1 BULIK TIMUR

2 LAMANDAU

3 BELANTIKAN RAYA

4 4

5] DELANG

6 BATANG KAWA

7

8 Batu Kotam

9 Kujan

10 Nanga Bulik
1l BULIK Bunut

12 Sungai Mentawa
13 Beruta

14 MENTHOBI Topalan

15 Lubuk Hijau
16 Cuhai

17 Kawa

18 LAMANDAU Panopa

19 3 Tapin Bini

20 Karang Taba
21 Sungai Buluh
22 BELANTIKAN RAYA | Karang Besi
23 Bintang Mengalih
24 DELANG Nyalang

20 Kubung

26 Sekombulan
4 BATANG KAWA Batu Tambun
28 Benakitan

29 Mengkalang
30 Kina

Sumber : Hasil Instrumen SSK dan Analisa Pokja PPAS Kab. Lamandau, 2023

Catatan:*) hanya untuk wilayah dengan resiko 4 dan 3
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Tabel 2. 32 Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik

No Permasalahan mendesak

Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersedian dan keberfungsian Sarana
dan Prasarana (sarana penggunaan, pengangkutan/pengumpulan,
pengolahan lumpur tinja/pengolahan terpusat, lingkungan) serta
ketersediaan dokumen perencana teknis

BABS 13,4 %, masih adanya gap akses layak 8,4%, dan gap akses

1 aman 8,3 % sampai tahun 2028.

Sarana dan prasarana air limbah di pinggiran sungai masih belum

2 .
memadai.

3 IPLT belum berfungsi optimal, karena belum adanya perda
retribusi, masih dilaksanakan pemetaan layanan untuk L2T2.

i IPAL tidak berfungsi optimal, masih tingginya iddle capacity serta

lembaga pengelola yang tidak berfungsi.

Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan,
peraturan dan perundang-undangan, peran serta masyarakat dan dunia
usaha/swasta, komunikasi

Belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang pengelolaan

: air limbah domestik.

2 Regulasi retribusi sedot tinja belum ada.

Belum ada pemisahan antara operator dengan regulator, pengelola

& IPLT masih berada di bidang cipta karya.

4 Peran serta masyarakat untuk pengelolaan air imbah belum
optimal.

5 Peran serta swasta dan pemanfaatan dana CSR untuk pengelolaan

air limbah belum optimal.

Sumber : Hasil Instrumen SSK dan Analisa Pokja PPAS Kab. Lamandau, 2023

2.3.2 Area Beresiko dan Permasalahan Persampahan

sanitasi persampahan dengan menggabungkan hasil data sekunder, Indeks Resiko
Sanitasi (EHRA), dan presepsi perangkat daerah. Proposi yang disepakati oleh

pokja sanitasi

Hasil perhitungan pada instrumen profil sanitasi diperoleh area beresiko

persampahan sebagai berikut:

area beresiko tinggi banyak tersebar di 5 wilayah dikecamatan yaitu kecamatan
Bulik, Menthobi, Bulik Timur, Belantikan Raya dan Delang, dikarenakan

penanganan persampahan di Kabupaten Lamandau masih berfokus pada wilayah

Data Sekunder 40 %
Study EHRA 50 %
Persepsi perangkat daerah 10 %.

Dari hasil pemetaan area beresiko sanitasi sub sektor persampahan dapat

dilihat pada Gambar 2.29 dan Tabel. 2.31 Dari gambar 2.29 dapat diketahui bahwa

kota yaitu Kecamatan Bulik

Kabupaten Lamandau untuk menentukkan area beresiko

Perancang Peraturan Kabag m Asisten I Sekretaris
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Dari tabel area beresiko persampahan disepakati bahwa hanya ada area
beresiko 3 (tinggi) untuk Kabupaten Lamandau berada pada 10 desa/kelurahan
yang tersebar di 5 kecamatan yang berbeda. Sedangkan untuk mengetahui
permasalahan mendesak persampahan dapat dilihat pada Tabel 2.31 dibawah ini.
Daerah-daerah yang masuk dalam area beresiko persampahan, merupakam
daerah padat penduduk serta daerah pinggiran sungai. Selain itu, masih minimnya |
peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah. Untuk

permasalahan mendesak persampahan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Tabel 2. 33 Area Beresiko Sanitasi Persampahan

NO | AREA BERESIKO WILAYAH PRIORITAS
Kecamatan Desa/Kelurahan

1 BULIK

2 4

3

4 MENTHOBI Bukit Makmur
) Sumber Jaya
6 Bukit Harum
7 3 BULIK TIMUR Sukamaju

8 BELANTIKAN RAYA Bayat

9 DELANG Lopus

10 Kudangan

Sumber : Hasil Instrumen SSK dan Analisa Pokja PPAS Kab. Lamandau, 2023

Catatan: *) hanya untuk wilayah dengan resiko 4 dan 3

Perancang Peraturan Kabag Auum Asisten I Sekretaris
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Tabel 2. 34 Permasalahan Mendesak Persampahan

No Permasalahan mendesak

Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersedian dan keberfungsian Sarana
dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, pengolahan
persampahan lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencana Teknis
Penanganan sampah perkotaan baru mencapai 83,5% dan pengurangan
0,2%, sampah skala perkotaan yang tidak terkelola 16,3 %

2 | Optimalisasi TPA perlu dilakukan

Sarana prasarana pengangkutan dan pewadahan jumlahnya belum
memadai

Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, peraturan
dan perundang-undangan, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta,

1

3

komunikasi
] Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
persampahan

Belum ada pemisahan operator dan regulator, untuk pengelolaan masih
2 | berada di bidang persampahan di Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (DLHK)

TPS3r tidak berfungsi optimal, karena adanya lembaga pengelola yang
tidak berfungsi serta minimnya iuran yang ditarik dari pengguna TPS3R
Belum optimalnya pemanfaatan penganggaran dari Dana desa dan Non
pemerintahan lainnya

S | Penegakan perda pengelolaan persampahan belum optimal

Sumber : Hasil Instrumen SSK dan Analisa Pokja PPAS Kab. Lamandau, 2023

4

2.3.3 Area Beresiko dan Permasalahan Drainase Perkotaan

Hasil perhitungan pada instrumen profil sanitasi diperoleh area beresiko
sanitasi drainase perkotaan dengan menggabungkan hasil data sekunder, Indeks
Resiko Sanitasi (EHRA), dan presepsi perangkat daerah. Proposi yang disepakati
oleh pokja sanitasi Kabupaten Lamandau untuk menentukkan area beresiko
persampahan sebagai berikut:

e Data Sekunder 40 %
e Study EHRA 50 %
e Persepsi perangkat daerah 10 %.

Dari hasil pemetaan area beresiko sanitasi perkotaan dapat dilihat pada
Gambar 2. 10 dan tabel 2.33 di bawah ini. Dari gambar peta dapat diketahui bahwa
area beresiko sangat tinggi dan tinggi tersebar di Kecamatan Bulik yaitu Kelurahan

Nanga Bulik dan Desa Perigi Raya.
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Dari tabel 2.34 area beresiko drainase perkotaan disepakati bahwa area
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beresiko sangat tinggi tersebar di Kecamatan Bulik, yaitu resiko sangat tinggi di

Kelurahan Nanga Bulik, dan resiko tinggi di Desa Perigi Raya. Sedangkan untuk

mengetahui permasalahan mendesak drainase dapat dilihat pada tabel 2.36
dibawah ini

Tabel 2. 35 Area Beresiko Sanitasi Drainase Perkotaan

NO | AREA BERESIKO WILAYAH PRIORITAS
Kecamatan | Desa/Kelurahan
4 BULIK
3

Sumber : Hasil Instrumen SSK dan Analisa Pokja PPAS Kab. Lamandau, 2023

Catatan : *) hanya untuk wilayah dengan resiko 4 dan 3

Tabel 2. 36 Permasalahan Mendesak Drainase

No[

Permasalahan mendesak

Aspek Teknis : Permasalahan terkait ketersedian dan keberfungsian Sarana dan
Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, drainase, lingkungan)
serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis

1 | Adanya luas genangan air sebesar 3,4 ha wilayah perkotaan

5 Saluran drainase terbuka dijadikan tempat pembuangan sampah dan
pembuangan air limbah oleh Masyarakat

3 Saluran drainase tidak sesuai dengan peruntukannya (ditimbun tanah, dicor

beton)

Aspek Non Teknis : Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, peraturan dan
perundang-undangan, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta,
komunikasi

1

Belum adanya perda yang mengatur drainase

Alokasi anggaran untuk penanganan dan pemeliharaan drainase belum

“ mencukupi untuk menangani daerah genangan

3 Masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan saluran
drainase

4 Belum optimalnya sosialisasi, kampanye, dan advokasi pemeliharaan saluran

drainase

Perancang |Peraturan Kabag m Asisten I Sekretaris
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BAB III
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

3.1 Visi dan Misi Sanitasi

Dalam rangka merumuskan visi misi sanitasi Kabupaten Lamandau perlu
adanya gambaran visi dan misi Kabupaten Lamandau. Visi misi yang telah
dimutakhirkan sesuai

Lamandau Tahun 2005-2025.

dengan pembangunan jangka panjang Kabupaten

Tabel 3. 1 Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Lamandau

Visi Misi Visi Sanitasi Misi Sanitasi
Kabupaten Mewujudkan Terwujudnya Misi Air Limbah
Lamandau masyarakat Kabupaten Domestik:
yang maju, Lamandau yang Lamandau yang Meningkatkan
mandiri, dan | bermoral, berbudaya | bersih dan sehat kuantitas dan kualitas
sejahtera dan bertaqwa kepada | melalui sarana dan prasarana
berbasis Tuhan Yang Maha pembangunan dan pengelolaan air limbah
budaya Esa; peningkatan layanan | rumah tangga yang

Mewujudkan sanitasi yang ramah | berwawasan
masyarakat lingkungan tahun lingkungan

Lamandau yang
berkualitas melalui
pendidikan,
kesehatan, dan
pengembangan ilmu
pengetahuan dan

Lamandau sebagai
pusat pertumbuhan
ekonomi regional;
Mewujudkan
masyarakat
Lamandau yang adil
dan sejahtera;
Mewujudkan tata
pemerintahan yang
baik dan bersih
Mewujudkan
Kabupaten yang asri
dan Lestari

2028

Misi Persampahan:
Meningkatkan
kuantitas dan kualitas
sarana dan prasarana
persampahan melalui

teknologi; pengelolaan yang
Mewujudkan melibatkan kesadaran
Kabupaten dan peran serta

masyarakat dan
swasta.

3.2 Rencana Pengembangan Sanitasi

Strategi layanan sanitasi pada dasarnya adalah untuk mewujudkan tujuan
dan sasaran pembangunan sanitasi yang bermuara pada pencapaian visi dan misi
sanitasi Kabupaten Lamandau, merumuskan strategi layanan sanitasi didasarkan

pada isu-isu strategis yang dihadapi pada saat ini.
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Adapun untuk mengetahui tahapan pengembangan sanitasi, terlebih dahulu

dilakukan analisa dengan menggunakan instrumen profil sanitasi yang sumber

datanya dari hasil data sekunder, kajian primer, dan hasil studi EHRA selanjutnya

data tersebut digunakan untuk penanganan sanitasi di Kabupaten Lamandau.

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi Kabupaten Lamandau mengacu

pada target yang telah disusun dan gap akses pada sektor air limbah dan

persampahan. Tujuan pembangunan sanitasi air limbah dan persampahan

berusaha untuk menuntaskan target yang telah disusun dan sasaran yang ingin

dicapai adalah gap akses yang masih ada pada sektor air limbah dan

persampahan.

Tabel 3. 2 Tabel dan Sasaran Air Limbah Domestik

Tujuan

Sasaran

Data Dasar

Tercapainya akses layak
91% dan aman 9% di

pada tahun 2028

sektor air limbah domestik

Menurunnya angka BABs
dari 13 % pada tahun 2022
menjadi 0 % di tahun 2028
Peningkatan akses layak dari
82,6 % di tahun 2022
menjadi 91 % di tahun 2028
Peningkatan akses aman dari
0,75 di tahun 2022 menjadi
9% di tahun 2028

13% penduduk
melakukan BABs
Akses layak 2022 yaitu
82,6%

Akses aman 2022 yaitu
0,75%

Peningkatan sarana dan
prasarana air limbah
domestik pinggir sungai
dengan 0% STOP desa
BABS tahun 2028

Desa-desa pinggir sungai
sebanyak 45 desa akan
menjadi desa Stop Buang air
besar sembarangan pada
tahun 2028

Masih ada 45 desa
dipinggir sungai yang
belum ODF

Optimalisasi IPLT dan
keberfungsian IPLT

Optimalisasi IPLT pada tahun
2024

Belum berfungsi optimal
dikarenakan masih
belum ada Layanan
Lumpur Tinja Terjadwal
(L2T2)

Penyusunan regulasi
tentang pengelolaan air

limbah domestik dan
retribusi

Penyusunan regulasi
pengelolaan air limbah
domestik pada tahun 2025
Penyusunan retribusi sedot
tinja tahun 2023
Penyusunan L2T2 pada

tahun 2023

Belum ada regulasi
tentang pengelolaan air
limbah domestik dan
retribusi sedot tinja serta
pelaksanaan L2T2

Pemisahan antara
regulator dan operator
untuk pengelolaan air
limbah domestik

Pemisahan antara operator
dan regulator pada tahun
2025

Belum ada pemisahan
antara operator dan
regulator

Peningkatan peran serta
masyarakat

Melakukan pemicuan dan
pendampingan STBM secara
kontinu

Peran serta masyarakat
untuk pengelolaan air
limbah domestik belum
optimal
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Peningkatan peran serta Mengoptimalkan kembali

swasta dan dana CSR forum CSR terutama untuk
untuk pengelolaan air kegiatan pengelolaan air
limbah domestik limbah domestik

Peran serta swasta dan
pemanfaatan dana CSR
untuk pengelolaan air
limbah domestik belum
optimal

Sumber: DPUPR PERKIMTAN Kabupaten Lamandau, 2022

Tabel 3. 3 Tabel dan Sasaran Persampahan

prasarana di TPA

Tujuan Sasaran Data Dasar
Tercapainya penanganan Penanganan sampah Penanganan sampah
persampahan perkotaan perkotaan dari 83,5% perkotaan baru mencapai
menjadi 89 % dan menjadi 89 % dan 83,5% dan pengurangan
pengurangan menjadi 11 % | pengurangan dari 0,2% 0,2%
pada tahun 2028 menjadi 11 %

Sampah skala perkotaan Sampah skala perkotaan | Sampah skala perkotaan
yang tidak terkelola yang tidak terkelola dari | yang belum terkelola pada
menjadi 0% pada tahun 16,3% menjadi 0% pada | tahun 2022 sebesar 16,3%
2028 tahun 2028

Optimalisasi TPA Peningkatan sarana dan | Kondisi eksisting TPA akses

jalan masuk sekitar 300
meter masih jalan tanah.
Sheel TPA kondisi penuh
Perlu adanya pembuatan dan
rehabilitasi drainase TPA.
Belum adanya pagar,
gerbang, pos jaga, jembatan
timbang, workshop di TPA

penganggaran dari sumber- | penganggaran dana desa
sumber dana desa dan non | dan non pemerintahan

Peremajaan sarana Penambahan sarana Jumlah dump truk ada 10
prasarana pengangkutan prasarana pengangkutan | unit, kondisi rusak berat 2,
persampahan persampahan 3 unit rusak ringan, 5 unit
berfungsi.
Pick up ada 3 unit, 1 unit
rusak berat, 2 unit berfungsi.
Roda tiga 6 unit, rusak berat
ada 3 unit, berfungsi 3 unit.
Arm roll 2 unit berfungsi baik
Penambahan sarana Penambahan sarana Bak sampah (TPS) ada 130
prasarana pewadahan prasarana pewadahan unit kebutuhan bak sampah
(TPS) 190, kekurangan bak
sampah (TPS) 60 unit.
Bak sampah personal (tarik)
belum ada, kekurangan 65
unit bak sampah personal
(tarik)
Peningkatan partisipasi Meningkatkan partisipasi | Belum optimalnya partisipasi
masyarakat dalam masyarakat dalam masyarakat dalam
pengelolaan persampahan pengelolaan pengelolaan persampahan
persampahan
Belum optimalnya Meningkatkan Hanya ada 4 desa yang
pemanfaatan pemanfaatan sudah memiliki Perdes untuk

retribusi persampahan (Desa
Purwareja, Bumi Agung,

pemerintahan lainnya lainnya Bukit Jaya dan Bukit Raya)
Perancang Pgraturan Kabag %}x Asisten I Sekretaris
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Fungsi pengelolaan oleh Optimalisasi pengelolaan | Belum optimalnya fungsi
KSM belum optimal KSM pengelolaan oleh KSM
Penegakan perda Menegakkan perda Belum optimalnya Penegakan
pengelolaan persampahan | pengelolaan perda pengelolaan

belum optimal persampahan persampahan

Sumber: DLHK Kabupaten Lamandau, 2022

3.2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi

Tahapan pengembangan sanitasi merupakan rencana penataan
pengembangan sanitasi di Kabupaten Lamandau mulai dari pelaksanaan sistem
skala rumah sampai ke skala komunal dan kota, yang dituangkan dalam bentuk
tabel serta digambarkan dalam bentuk peta zonasi sistem sanitasi. Tahapan dibagi
menjadi 2 tahapan yaitu: tahapan jangka pendek, dihitung 2 (dua) tahun dari
tahun penyusunan dokumen dan tahapan jangka menengah dihitung 5 (lima) dari

tahun penyusunan dokumen.

3.2.2.1 Tahapan Pengembangan Air Limbah Dometik

Penentuan rencana pengembangan air limbah domestik ini dilakukan dengan
menggunakan alat analisa yaitu instrumen profil sanitasi. Instrumen profil sanitasi
diinput dari berbagai data, termasuk di dalamnya ialah studi EHRA yang telah
dilakukan (data primer). Instrumen ini memetakan data mengenai tingkat area
berisiko, layanan sanitasi, fungsi perkotaan perdesaan, luas wilayah terbangun
serta estimasi kepadatan penduduk 5 (lima) tahun yang akan datang. Kebutuhan
sistem pengelolaan air limbah untuk perencanaan pengembangan sistem
digambarkan dalam suatu peta yang didasarkan oleh kriteria-kriteria tersebut.
Zona dalam peta merupakan dasar bagi Kabupaten Lamandau dalam
merencanakan pengembangan jangka panjang pengelolaan air limbah.
Berdasarkan faktor-faktor tersebut kemudian dilakukan pemilahan-pemilahan
sistem pengolahan air limbah domestik dengan mempertimbangkan kondisi
tersebut terhadap kemungkinan penerapan Sistem Pengolahan Air Limbah
Domestik Setempat (SPALD-S) ataupun Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik
Terpusat (SPALD-T).

Dari alat analisis instrumen profil sanitasi dalam hal pengelolaan air limbah
domestik sebagai rujukan perencanaan pengembangan sistem di Kabupaten
Lamandau didapati hasil pembagian klasifikasi menjadi 2 (dua) tahapan, yaitu:

1. Tahapan I ialah kawasan permukiman yang dapat diatasi dalam jangka
pendek (Tahun 2023-2025) yaitu dengan pilihan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dengan opsi teknologi tangki septik
individual, Tangki septik komunal, dan penanganan untuk perubahan

perilaku masyarakat, sebagai berikut:
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e Kecamatan Bulik di Desa Batu Kotam, Desa Sungai Mentawa dan Desa
Bunut.

¢ Kecamatan Menthobi Raya di Desa Topalan dan Lubuk Hiju.

* Kecamatan Lamandau di Desa Cuhai, Desa Kawa dan Desa Karang Taba.

¢ Kecamatan Belantikan Raya di Desa Sungai Buluh, Desa Bintang Mengalih
dan Desa Batu Slipi.

e Kecamatan Delang di Desa Kubung, Sekombulan dan Desa Lopus.

* Kecamatan Batang Kawa di Desa Mengakalang, Desa Kina, Desa Kinipan
dan Desa Karang Mas.

¢ Kecamatan Bulik Timur di Desa Sepondam.

2. Tahapan II ialah kawasan permukiman yang dapat diatasi dalam jangka
menengah (Tahun 2026-2028) yaitu dengan pilihan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dengan opsi teknologi tangki septik
individual, Tangki septik komunal, dan penanganan untuk perubahan
perilaku masyarakat, sebagai berikut:

* Kecamatan Bulik di Desa Kujan, Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Beruta.

¢ Kecamatan Lamandau di Desa Panop, Desa Tanjung Beringin dan

Kelurahan Tapin Bini.

* Kecamatan Belantikan Raya di Desa Karang Besi dan Desa Petarikan.

* Kecamatan Delang di Desa Nyalang.

* Kecamatan Batang Kawa di Desa Batu Tambun dan Desa Benakitan.

Berikut ini disampaikan tahapan rencana pengembangan air limbah domestik
di Kabupaten Lamandau dalam Jangka pendek target tahun 2025 dan jangka
menengah target tahun 2028:

Tabel 3. 4 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik

Target Cakupan
Calapan — gll;,:yanan (%)
No Komponen Layanan Jangka
o e Pendek
Eksisting (%) (2023- Menengah
2025) (2026-2028)
1 | Akses Aman 0,67% 7,0% 9,0%
2 | Akses Layak 82,59% 83,0% 91,0%
Akses Layak Individu (Tidak
Termasuk Aman) 52.,40% 71,0% 75,0%
Akses Layak Bersama 18,84% 5,0% 7,0%
3 | Akses Belum Layak* 3,56% 0,0% 0,0%
4 | BABS Tertutup
S | BABS di Tempat Terbuka 13,42% 0,0% 0,0%
Total 100% 100% 100%
Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023
Perancang Peraturan Kabag Hu Asisten [ Sekretaris
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Tabel 3. 5 Zonasi Tipikal Sistem Air Limbah Domestik

Jangka Pendek Jangka Menengah
(Tahun 2023-2025) | (Tahun 2026-2028)
Kecamatan No Desa SPALD SPALD SPALD SPALD
Setempat | Terpusat | Setempat | Terpusat
BULIK 1 | Batu Kotam V
2 [ Kujan v
3 | Nanga Bulik v
4 | Bunut v
5 | Sungai Mentawa \
6 | Beruta v
MENTHOBY RAYA | 1 | Topalan V
2 | Lubuk Hiju N
LAMANDAU 1 | Cuhai v
2 | Kawa N
3 | Penopa N
4 | Tapin Bini N
5 | Karang Taba V
6 | Tanjung Beringin \
BELANTIKAN RAYA | 1 | Sungai Buluh N
2 | Karang Besi N
3 | Bintang Mengalih N
4 | Petarikan N
5 | Batu Slipi v
DELANG 1 | Nyalang N
2 | Kubung \
3 | Sekombulan N
4 | Lopus N
BATANG KAWA 1 | Batu Tambun v
2 | Benakitan \
3 | Mengkalang N
4 | Kina N
5 | Kinipan N
6 | Karang Mas vV
BULIK TIMUR 1 | Sepondam \
Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023
Perancang Peraturan Kabag Hu Asisten I Sekretaris
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Dari hasil instrument, tabel dan peta diatas maka tahapan pengembangan air
limbah domestik di bagi dalam 2 tahapan, yaitu:

1) Tahapan jangka pendek (2025), diharapkan cakupan layanan akses sanitasi
sektor air limbah domestik untuk akses aman 7 %, akses layak 83 % dengan
strategi pembangunan infrastruktur air bersih untuk area-area beresiko
sanitasi tinggi (3) dan sangat tinggi (4) serta pembangunan tangki septik
individual.

2) Tahapan Jangka menengah (2028) diharapkan cakupan layanan akses sanitasi
sektor air limbah domestik untuk akses aman 9 %, akses layak 91,0% dengan
pembangunan tangki septik individual.

Kabupaten Lamandau dengan kontur berupa dataran yang relatif
bergelombang, perbukitan dan cekungan dapat ditemukan pada daerah yang
masih berupa rawa serta ada aliran sungai, mendukung membangun infrastruktur
SPALD-T.

3.2.2.2 Tahapan Pengembangan Persampahan

Tahapan pengembangan persampahan Kabupaten Lamandau juga akan
mengacu pada konsep “circular economy” pengelolaan persampahan berupa
penanganan dan pengurangan sampah dari hulu ke hilir dan pemanfaatan hasil
daur ulang yang bernilai ekonomis sehingga akan meningkatkan perekonomian
masyarakat. Didasarkan hasil analisis menggunakan instrument profil sanitasi
diperoleh zona pengembangan persampahan masing - masing wilayah sebagai
berikut:

1) Tahapan I ialah kawasan permukiman yang harus ditangani secara jangka
pendek, kawasan ini meliputi kawasan perkotaan dengan opsi pengembangan
pelayanan persampahan, dengan metode pengumpulan langsung (RT-TPS-TPA)
serta pelayanan dan pengolahan sampah (TPS 3R) pada pasar dan lokasi-lokasi
publik. Zona ini meliputi Kelurahan Nanga Bulik, Desa Kujan, Desa Bumi
Agung, Desa Sumber Mulya, Desa Arga Mulya, Desa Purwareja, Desa Jangkar
Prima, Desa Wonorejo, Desa Mekar Mulya.

2) Tahapan II ialah kawasan permukiman yang dapat diatasi dalam jangka
menengah dengan pilihan sistem peningkatan cakupan layanan berbasis
masyarakat rumah tangga, dan opsi teknologi penyediaan sarana
pengumpulan dan pengolahan sampah sementara (RT-TPS-TPST). Tahapan ini
meliputi Desa Bukit Indah, Desa Bina Bhakti, Desa Tri Tunggal, Desa
Merambang, Desa Bayat, Desa Samu Jaya, Desa Bukit Raya, Desa Bukit Jaya,
Desa Perigi Raya, Desa Bukit Harum, Bukit Makmur, Desa Suka Maju, Desa

Sumber Jaya, Kelurahan Kudangan, Kelurahan Tapin Bini, Desa Lopus.

Asisten I I Sekretaris
Daerah

Perancang Peraturan Kab
Per UU l =& ; , =
K




- 135 -

Untuk tahapan pengembangan sampah dapat dilihat pada gambar

3.2 sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Zonasi Tipikal Sistem Persampahan

Kecamatan

Z
o

Desa

Jangka Pendek (Tahun
2023-2025)

Jangka
Menengah
(Tahun 2026-
2028)

BULIK

Kujan

Nanga Bulik

Bumi Agung

Sumber Mulya

< | L] 22

Bukit Indah

<

Arga Mulya

<2

Perigi Raya

MENTHOBY RAYA

Bukit Makmur

Bukit Raya

Sumber Jaya

Bukit Harum

BULIK TIMUR

Bukit Jaya

Suka Maju

Merambang

<]l 2] <2

SEMATU JAYA

Purwareja

Bina Bhakti

Tri Tunggal

<

Wonorejo

Jangkar Prima

Mekar Mulya

< <] <

LAMANDAU

Tapin Bini

Samu Jaya

BELANTIKAN RAYA

Bayat

DELANG

Lopus

l\)r—‘v—dl\)r—‘o\m-boot\)»dO)I\JH-PC»JI\)H\IONUIAQ)NH

Kudangan

FAEle st

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023
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Berikut ini disampaikan tahapan rencana pengembangan persampahan di

Kabupaten Lamandau dalam jangka pendek dan jangka menengah:

Tabel 3. 7 Tahapan Pengembangan Persampahan Perkotaan

No Sistem Cakupan Layanan Cakupan Layanan (%)
Eksisting (%) Jangka Jangka
Pendek Menengah

Wilayah Perkotaan
P

g e 0,20% 30% 33%
Sampah

2 Penanganan Sampah 83.50% 70% 67%
S ah Tidak

R0 i s 16,3% 0% 0%
terkelola

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Pada sub sektor persampahan berdasarkan Jakstrada persampahan nasional,
provinsi dan kabupaten, maka pengelolaan melalui penanganan persampahan
untuk target harus semakin kecil yang masuk ke TPA sesuai arahan zero waste
yang masuk ke TPA. Sehingga untuk mendukung hasil tersebut, maka
pengurangan sampah perkotaan harus semakin meningkat setiap tahunnya,

dalam rangka pengurangan residu yang masuk ke TPA sampah.

3.2.2.3 Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan

Keadaan drainase di beberapa wilayah perlu mendapatkan penanganan. Pada
musim penghujan sering ditemukan genangan air terutama karena hujan deras
dan air sungai naik sehingga saluran drainase tidak mampu lagi menampung
besarnya air dan tidak berfungsinya fasilitas saluran drainase karena
pendangkalan saluran dan dimensi saluran terlalu kecil. Pada saat musim
penghujan selalu terdapat beberapa wilayah yang terendam banjir.

Kondisi drainase yang ada pada saat ini di Kabupaten Lamandau yaitu adanya
luas genangan air sebesar *3,4 ha di wilayah perkotaan dan belum adanya
rehabilitas/pemeliharaan saluran drainase. Sedangkan pembangunan drainase di
wilayah perdesaan belum dilakukan karena kontur tanah berbukit, dimana risiko
banjir dan membuat terjadinya genangan sangat kecil.

Selanjutnya berdasar instrumen profil sanitasi sektor drainase perkotaan
terungkap beberapa hal dapat dijadikan dasar pengembangan drainase perkotaan.
Pengelolaan drainase berbasis perkotaan yakni di Kelurahan Nanga Bulik.
Berdasarkan RTRW Kabupaten Lamandau sistem jaringan drainase untuk
kawasan perkotaan Nanga Bulik drainase primer dikembangkan melalui aliran
pembuangan utama sungai Lamandau. Secara keseluruhan stategi pengembangan

drainase di Kabupaten Lamandau, ialah:

PerancangyPeraturan Kabag m Asisten I Sekretaris
Per UU = Dgerah
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Melakukan pembangunan/rehabilitasi untuk mengurangi genangan air di

wilayah perkotaan.

2) Melakukan sosialisasi, kepada warga masyarakat agar tidak membuang
sampah di saluran drainase di lingkungan permukiman.

3) Melakukan sosialisasi, kepada warga masyarakat agar peduli merawat dan
memelihara saluran drainase di lingkungan permukiman.

4) Melakukan sosialisasi, kepada warga masyarakat agar peduli merawat dan
memelihara saluran drainase di lingkungan permukiman dengan
mengaktifkan lagi budaya gotong royong dalam hal pemeliharaan saluran
drainase.

5) Melaksanakan program kegiatan rehabilitasi saluran drainase.

Tabel 3. 8 Zonasi Tipikal Sistem Drainase
. Luas Jangka Pendek Jangka Menengah
No Lokasi genangan (Ha) | (Tahun 2023-2025) | (Tahun 2026-2028)
1 | JL Tjilik Riwut Depan SDN - N
Nanga Bulik 2 ’
2 | Jl. TJilik Riwut Samping 0.3 N
SMPN 1 ’
3 | Jl. A. Yani Depan Gereja T N
GBI Victory Nanga Bulik ’
4 | Jl. A. Yani Depan SMA 1 " N
Bulik ’
S | Jl. A Yani Depan Kuliner 0,2
6 | Jl. 60 meter 0,4
7 | Jl. Bukit Hibul Utara 0,2
8 | Jl. Wr. Supratman depan 03
LPP Nanga Bulik ’
9 | Jl. Fatmawati 0,2
10 | JI. Batu Batanggui 0.3
Turunan Ayo Futsal ’
11 g1 Pangeran Antasari 0:2
12 | Jl. Melati 4 (Simpang 4) 03
dan Jl. Kenanga ’
13 | JI. A. Yani depan Delta V
0.2
Seven

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

\
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Tabel 3. 9 Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan

0,
. Tk Ceisingan di Reed Gei:ﬁzan Pengurangan Luas Genangan (%)
Permukiman (Ha) Jangka Pendek Jangka Menengah
Wilayah Perkotaan
Kecamatan Bulik
Kelurahan Nanga Bulik 3,4 Ha 1,7 Ha 1,7 Ha
Total 3,4 Ha 1,7 Ha 1,7 Ha

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

3.2.2.4 Skenario Pencapaian Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi serta tahapan pengembangan
sanitasi yang telah dirumuskan sebelumnya, dirangkum pada skenario
pencapaian sasaran. Berikut ini skenario pencapaian sasaran yang direncanakan

untuk pembangunan sanitasi di Kabupaten Lamandau ke dalam bentuk tabel:

Tabel 3. 10 Skenario Pencapaian Sasaran

Tahun
2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028

KOMPONEN n (2023)

Sub Sektor Air Limbah Domestik

1 | Akses Aman 0,67% 7% 8% 8% 8% 9%
2 | Akses Layak 81,91% 83% | 86% | 87% 89%% | 91%
A | Akses Layak Individu 52,40% | 53,40% | 58% | 57% 68% | 71%
B | Akses Layak Bersama 16,84% | 16,80% 17% | 18% 19% 20%
c | Akses Layak Khusus Perdesaan 12,67% | 12,70% 11% 3% 2% 0%
3 | Akses Belum Layak 3,56% | 1,60% 1% 1% 0% 0%
4 | BABS di Tempat Terbuka 13% 8% 7% 4% 3% 0%
Sub Sektor Persampahan Perkotaan

S | Penanganan Sampah Perkotaan | 83,50% 71% | 70% | 69% 68% | 67%
6 | Pengurangan Sampah Perkotaan 0,20% 28% | 30% | 31% 32% | 33%

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Pada sub sektor persampahan berdasarkan Jakstrada persampahan nasional,
provinsi dan kabupaten, maka pengelolaan persampahan untuk target harus
semakin kecil yang masuk ke TPA sesuai arahan zero waste yang masuk ke TPA.
Sehingga untuk mendukung hasil tersebut,maka pengurangan sampah perkotaan
harus semakin meningkat setiap tahunnya, dalam rangka pengurangan residu

yang masuk ke TPA sampah.

3.3 Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah
Salah satu faktor terpenting dalam penanganan sanitasi adalah faktor
pembiayaan yang sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Berikut

alokasi belanja sanitasi Kabupaten Lamandau yang terjadi peningkatan kecuali di
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tahun 2021 ada penurunan anggaran dikarenakan rekofusing anggaran covid,

dapat dilihat pada Tabel 3.11 dibawah ini
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BAB IV
STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Untuk mencapai tujuan setiap sub sektor sanitasi sebagaimana yang telah
direncanakan, perlu diketahui faktor-faktor kunci keberhasilan dan strategi
pelaksanaan. Untuk identifikasi faktor kunci keberhasilan dan perumusan strategi
ini digunakan analisis SWOT. Analisis SWOT yang terdiri dari analisis internal dan
eksternal, digunakan untuk menentukan dan menganalisa strategi yang
dimaksud, karena faktor-faktor internal dan eksternal di dalam pembangunan
memiliki tingkat korelasi dan kombinasi yang tinggi untuk saling mempengarubhi.

Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan
menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kekuatan (strength) dan kelemahan
(weakness), kajian internal pada hakekatnya merupakan analisi dan evaluasi atas
kondisi, kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi
sektor sanitasi. Sedangkan analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk
mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi (opportunity) dan
tantangan (threat).

Dengan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi untuk mencapainya
dapat disusun dengan memperhatikan hasil identifikasi isu-isu strategis yang ada.
Terutama mengenai isu strategis, permasalahan mendesak, dan posisi pengelolaan
sanitasi saat ini. Dengan memadukan tujuan dan sasaran pengembangan sanitasi,
sesuai hasil analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) per sub
sektor yang menghasilkan posisi pengelolaan masing-masing per sub sektor yaitu
sub sektor air limbah, persampahan, drainase. Dengan acuan hasil tersebut, maka
dalam bab 4 SSK pemutakhiran Kabupaten Lamandau, telah dirumuskan tentang
tujuan, sasaran dan strategi. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang
hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dan
menangani isu strategis yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapakan
dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,
rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan
strategi adalah cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan berdasarkan

kondisi saat ini.

4.1 Air Limbah Domestik

Kondisi limbah cair rumah tangga/limbah domestik di Kabupaten Lamandau
sebagian sudah melalui proses pengolahan ada pula yang langsung disalurkan
menuju sungai atau diresapkan ke dalam tanah. Pengelolaan limbah cair domestik
di Kabupaten Lamandau sebagian besar masih memanfaatkan sistem pengolahan

konvensional yaitu menggunakan septik tank di masing-masing rumah tangga,
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namun demikian konsep septik tank ini belum menjamin bahwa hasil pengolahan

sudah memenuhi persyaratan.

Berdasarkan berbagai aspek dan hasil analisa SWOT untuk sektor air limbah

domestik di

posisi Kuadran III dengan menggunakan strategi WO yaitu

menggunakan peluang untuk mengatasi kelemahan.

Strategi 1

Strategi 2

Strategi 3

Strategi 4

Strategi 5

Melaksanakan sosialisasi dalam rangka meningkatkan komitmen
dan pengetahuan masyarakat umum terkait pengelolaan air limbah
domestik.

Sosialisasi tentang BABS akan meningkatkan pengetahuan
masyarakat yang akan mempengaruhi terhadap tingkat kesadaran
masyarakat akan pentingnya sanitasi yang baik, dan akan merubah
perilaku mereka untuk tidak BABS, serta memastikan bahwa
jamban dan tangki septik yang mereka miliki layak dan aman.
Dengan menyediakan akses sarana dan prasarana infrastruktur
maka diharapkan pengelolaan air limbah memadai bisa diwujudkan
di Kabupaten Lamandau. Kegiatan pemberdayaan juga dilakukan
melalui kegiatan peningkatan pilar-pilar STBM melalui Dinas
Kesehatan Kabupaten Lamandau.

Memanfaatkan sumber-sumber pendanaan dari APBN, CSR dan
partisipasi masyarakat

Sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan air limbah selama
ini belum dimanfaatkan dan dikelola secara dioptimal. Sehingga
dengan optimalisasi sumber pendanaan yang ada, maka target ODF

Kabupaten tahun 2028 akan tercapai.

: Penyusunan regulasi pengelolaan air limbah domestik

Peraturan daerah terkait pengelolaan air limbah domestik
merupakan peraturan yang dapat dijadikan dasar oleh pemerintah
dan masyarakat dalam hal pengelolaan air limbah di Kabupaten
Lamandau, dalam mengatur hal-hal yang berhubungan dengan air
limbah. Kabupaten Lamandau belum memiliki regulasi tentang
pengelolaan air limbah dan retribusi sedot tinja, diharapkan
kedepannya agar bisa tersusun regulasi tersebut.

Rehabilitasi sarana dan prasarana air limbah

Sarana dan prasarana air limbah sudah ada di Kabupaten
Lamandau, akan tetapi beberapa diantaranya ada dalam kondisi
kurang baik dan tidak dapat berfungsi secara optimal. Kabupaten
Lamandau memiliki IPLT, namun masih belum dapat berfungsi dan
dimanfaatkan.

Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan IPLT
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Sarana dan prasarana dasar dalam pengelolaan air limbah
termasuk didalamnya adakah tersedianya fasilitas pengelolaan
lumpur tinja di Kabupaten. Kabupaten Lamandau memiliki IPLT,
hanya belum berfungsi secara optimal, sudah memiliki 2 truk tinja.
Sehingga perlu adanya kerjasama dengan swasta yang memiliki
usaha sedot tinja agar menyalurkan ke IPLT, sehingga IPLT dapat
dimanfaatkan secara optimal.

Strategi 6 : Meningkatkan akses cakupan layanan air Limbah di perkotaan dan
perdesaan
Cakupan layanan air limbah Kabupaten Lamandau saat ini dengan
GAP akses layak 8,4 % (2.242 KK/rumah tangga) dan GAP akses
aman 8,3 % (2.215 rumah) untuk stop BABS masih ada 13,4 %
sehingga diperlukan strategi meningkatkan cakupan layanan
pengelolaan air limbah sampai lima tahun kedepan di Kabupaten

Lamandau.

4.2 Sampah Perkotaan

Komposisi sampah di Kabupaten Lamandau berdasarkan sumbernya terdiri
dari sampah domestik dan sampah non domestik. Sampah domestik berasal dari
perumahan sedangkan sampah non domestik berasal dari perumahan sedangkan
sampah non domestik yaitu berasal dari pasar, pertokoan/perdagangan/jasa,
industri dan fasilitas kesehatan. Sistem pengumpulan sampah baik domestik
maupun non dometik dilakukan dengan pola individual yang kemudian dibawa
ketempat penampungan sementara (TPS).

Berdasarkan berbagai aspek dan hasil analisa SWOT untuk sektor
persampahan berada di posisi Kuadran III dengan menggunakan strategi WO yaitu
menggunakan peluang untuk mengatasi kelemahan.

Strategi 1 : Penyusunan regulasi sektor persampahan secara komprehensif
Peraturan Daerah terkait persampahan merupakan peraturan yang
dapat dijadikan dasar oleh pemerintah dan masyarakat dalam hal
pengelolaan sampah di Kabupaten Lamandau. Kabupaten Lamandau
sudah memiliki Peraturan Daerah tentang pengelolaan persampahan
tetapi perlu untuk diperbaharui dengan menyesuaikan kondisi
pengelolaan persampahan yang ada saat ini. Perda pengelolaan
persampahan perlu dibuat turunannya seperti peraturan bupati
(perbup) pengelolaan kelembagaan (UPTD), pembatasan dan
pengurangan sampah, pengolahan sampah serta tata cara dan aturan
buang sampah. Selain itu, perlu adanya perda tentang retribusi jasa

umum dan turunannya yaitu perbup retribusi.
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: Melakukan advokasi, sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat

tentang pengelolaan sampah sehingga akan terbentuk kesadaran
untuk meminimalisir timbulan sampah dari sumber dan kelompok-
kelompok pengumpul sampah mandiri

Seiring dengan perkembangan kota dan pertambahan jumlah
penduduk, timbulan sampah akan semakin besar. Untuk itu perlu
dilakukan pengurangan timbulan sampah dari rumah tangga
maupun sumber lainnya. Disisi lain, pengurangan timbulan sampah
masih belum menjadi perhatian utama dari masyarakat. Akses
terhadap informasi pengurangan sampah masih belum maksimal.
Untuk itu diperlukan penyebaran informasi kepada masyarakat
melalui advokasi, sosialisasi dan kampanye agar timbul kesadaran
masyarakat akan arti pentingnya pengurangan sampah, perubahan
perilaku dan perubahan gaya hidup masyarakat dalam mengelola

sampabh.

: Mengingkatkan cakupan layanan pengelolaan sampah

Meskipun layanan pengelolaan sampah telah memenuhi target,
namun harus tetap ditingkatkan agar seluruh masyarakat di
Kabupaten Lamandau dapat terlayani dan dikemudian hari tidak

menimbulkan permasalahan persampahan.

: Peningkatan sarana dan prasarana TPA

Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten
Lamandau belum memadai, shell sanitary landfill sudah penuh, alat
berat pendukung masih kurang, baru ada eksavator dan mini dozer,
drum truck baru ada 6 unit dan kondisi sudah banyak yang rusak,
sehingga perlunya adanya penambahan sarana dan prasarana di
TPA.

: Penyediaan sarana perwadahan, pengumpulan, dan pengangkutan

Perlunya penambahan/peningkatan sarana pengumpulan,
pemindahan dan pengangkutan sampah dalam rangka proses
persampahan yaitu pewadahan sampah, pengumpulan sampah,
pemidahan sampah, penyediaan alat transportasi atau pengangkutan
sampah dan sampai dengan proses pembuangan akhir sampah ke
TPA sampah.

: Optimalisasi infrastruktur pengurangan sampah

Dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan dan regulasi
berdasarkan strategi nomor 1 yang akan dilaksanakan sampai
tingkat terendah yaitu ke pemerintah desa. Seperti adanya regulasi

berupa peraturan desa (perdes) tentang iuran untuk operasional
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TPS3R, kelembagaan ditingkat desa untuk operator TPS3R ataupun

bank sampah.

4.3 Drainase Perkotaan

Dalam penanganan drainase selama 5 (lima) tahun ke depan di Kabupaten
Lamandau dan berdasarkan berbagai aspek dan hasil analisa SWOT untuk sektor
persampahan berada di posisi Kuadran III dengan menggunakan strategi WO yaitu
menggunakan peluang untuk mengatasi kelemahan.

Strategi 1 : Melakukan pembanguan/rehabilitasi saluran drainase permukiman

untuk mengurangi genangan air di wilayah perkotaan.
Masih terdapat daerah genangan air seluas 3,4 Ha di wilayah
perkotaan Kabupaten Lamandau yang perlu ditangani. Genangan ini
disebabkan karena tidak adanya sistem drainase dan juga sistem
drainase yang dibangun tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh
karena itu, perlu dibangun sistem drainase baru di daerah genangan
yang belum terdapat sistem drainase dan perlu dilakukan rehabilitasi
sistem drainase yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Strategi 2 : Pembangunan sistem drainase
Sarana dan prasarana drainase yang telah dibangun pemerintah
perlu ditambah lagi mengingat masih banyak daerah genangan yang
ditangani sehingga perlu adanya penetapan daerah yang menjadi
prioritas pembangunan drainase.

Strategi 3 : Melakukan sosialisasi, advokasi kepada masyarakat supaya merawat
dan memelihara saluran drainase di lingkungan permukiman dengan
mengaktifkan lagi budaya gotong royong dalam pemeliharaan saluran
drainase melalui program jumat bersih.

Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi, kampanye dan
advokasi tentang arti pentingnya drainase, merupakan cara yang baik
untuk mencegah bencana, dan banyak masyarakat yang belum
tertarik dalam penanganan drainase di lingkungan. Berawal dari hal
yang dianggap sepele dengan pembiaran saluran yang dangkal akibat
tumpukan sampah dan sedimen ataupun belum adanya saluran
pemutusan air hujan. Oleh karena itu sasaran meningkatkan
kegiatan sosialisasi, kampanye dan advokasi tentang pentingnya
drainase melalui peran serta masyarakat, diperlukan guna tujuan
terwujudnya penyelenggaraan sistem drainase yang efektif dan

terpadu serta berwawasan lingkungan.

P~
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BAB V
PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

5.1 Air Limbah Domestik

Penyusunan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi di susun
sesuai dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran masing-masing sektor
sanitasi yaitu sektor air limbah domestik, sektor persampahan dan sektor drainase
dengan memuat daftar program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan
sanitasi di Kabupaten Lamandau tahun 2024-2028. Ringkasan pogram dan
kegiatan sanitasi Kabupaten Lamandau disajikan dalam bentuk ringkasan indikasi
kebutuhan biaya dan sumber pendanaan/pembiayaan pengembangan sanitasi
berdasarkan sumber pendanaan baik dari APBD Kabupaten, Provinsi, APBN,
Swasta/CSR, Dana desa atau dari masyarakat.

Gambaran rinci dan lengkap terkait daftar program, kegiatan, indikasi biaya
dan sumber pendanaan serta funding gap dalam jangka waktu 5 tahun kedepan

(tahun 2024-2028) dapat diuraikan sebagai berikut;

Tabel 5. 1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi
untuk 5 tahun

. . Tahun Anggaran (Rp. x juta
No Uraian Kegiatan 2024 | 2025 | 2026 ( 5 02,7] )2 028 Total Pendanaan
A. | Air Limbah Domestik | 5.557 | 6.307 | 7.057 | 7.807 | 8.557 35.285
B. | Persampahan 540 890 [1.240 | 1.590 | 1.930 6.190
C. | Drainase - - - - - -
Jumlah Total Anggaran |6.097 |7.197 | 8.297 | 9.397 | 10.487 41.475

Sumber : Analisis Pokja PPAS Kab. Lamandau Tahun 2023

Dari Tabel 5.1 diatas dapat diketahui bahwa total kebutuhan pembangunan
sanitasi Kabupaten Lamandau selama 5 tahun mendatang sebesar Rp.
41.475.000.000,-. Dengan rincian sektor air limbah domestik sebesar Rp.
35.285.000.000,- persampahan sebesar Rp. 6.190.000.000,- sedangkan sub

drainase sebesar Rp. O,-.
Tabel 5. 2 Hasil Perhitungan Funding GAP untuk 5 tahun

Total
Tahun A
No Uraian un Anggaran Pendanaan

2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | Kebutuhan Pendanaan | . ov | 7 107 | 8097 9.307 10.487 41.475
Total (Rp. x juta)
2 |Kemampuan Pendanasn | 550 | 5 465 3.203 | 2.903| 2.713 15.925
APBD-K (Rp. x juta) ’ ’ ’ ' : ’
4. [ Sehsi/GAPRendanann. | 000l 5 764.| &004 e40a Fova 25.550
(Rp) (Rp. x juta)
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- (S(‘;;ism/ GAP Pendanaan | o4 50 | 5575 | 61,40 | 69,11 | 74,13 61,60
(¢}
Sumber : Analisis Pokja PPAS Kab. Lamandau Tahun 2023

Dari Tabel 5.2 diatas terlihat bahwa pendanaan sanitasi terutama
penganggaran APBD kabupaten Lamandau masih memiliki gap sekitar 39,27 % -
74,13 %. Sehingga perlu adanya inovasi yang dilakukan pokja PPAS dalam
mengatasi permasalahan gap untuk penganggaran sanitasi tahun 2024-2028.
Funding gap merupakan selisih antara jumlah anggaran yang dibutuhkan
dikurangi dengan jumlah dana yang tersedia.

Untuk rekapitulasi anggaran sanitasi Kabupaten Lamandau berdasarkan
sumber anggaran (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, DAK, Swasta/CSR dan
masyarakat) dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini.

Tabel 5. 3 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi
untuk 5 tahun per Sumber Anggaran

No Sumber Anggaran Telmn; Anggpman (Rp:ax juta) Total Anggaran
2024 2025 2026 2027 2028
A | Pemerintah

1 | APBD Kabupaten/Kota | 17.717 | 12.829 | 13.043 | 12.542 | 12.078 68.209
2 | APBD Provinsi - 300 | 1.000 300 500 2.100
3 | APBN 1.700 [ 26.200 | 1.200| 1.200| 1.200 31.500
4 | DAK 5.000 | 5.000( 5.000| 5.000 20.000
Jumlah A 19.417 | 44.329 | 20.243 | 19.042 | 18.778 121.809

B Non-Pemerintah
1 | CSR/Swasta 280 280 280 280 280 1.400
2 | Masyarakat 153 213 213 213 213 1.005
Jumlah B 433 493 493 493 493 2.405
Total (A+B) 19.850 | 44.822 | 20.736 | 19.535 | 19.271 124.214

Sumber : Analisis Pokja PPAS Kab. Lamandau Tahun 2023

Dari Tabel 5.3 diatas dapat diketahui bahwa total kebutuhan pembangunan
sanitasi Kabupaten Lamandau selama 5 tahun mendatang (Tahun 2024-2028)
sebesar Rp. 124.214.000.000,- dengan rincian dari sektor pemerintah sebesar Rp.
124.809.000.000,- dan non pemerintah sebesar Rp. 2.405.000.000,-

S.2 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai sumber pendanaan pemerintah
yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Lamandau dalam
jangka waktu tahun 2024-2028, berdasarkan sumber dari APBD Kabupaten
Lamandau dapat dilihat pada Tabel 5.4 dibawah ini.
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Tabel 5. 4 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Lamandau

. . Tahun Anggaran (Rp. x juta) Total

No | Uraian Kegiatan =57 —7555 | 2026 | 2027 | 2028 | Pendanaan

Air Limbah 8.508 2.494 2.394 2.399 1.919 17.714
A. .

Domestik
B. | Persampahan 4916 8.135 8.449 7.943 7.959 37.402
C. | Drainase 4.293 2.200 2.200 2.200 2.200 13.093
Jumlah Total Anggaran 17.717 | 12.829 | 13.043 | 12.542 | 12.078 68.209

Sumber : Analisis Pokja PPAS Kab. Lamandau Tahun 2023

Dari Tabel 5.4 diatas dapat diketahui bahwa komitmen anggaran yang
dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Lamandau selama 5 tahun mendatang
terkait dengan kebutuhan pembangunan sanitasi sebesar Rp. 68.209.000.000,-
Total indikasi biaya dapat diuraikan sebagai berikut untuk sektor air limbah yakni
sebesar Rp. 17.714.000.000,- sektor persampahan sebesar Rp. 37.402.000.000,-
sedangkan sub drainase sebesar Rp. 13.093.000.000,-

Untuk rekapitulasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi
Kabupaten Lamandau dalam jangka waktu 5 tahun yaitu tahun 2024-2028,
berdasarkan sumber dari APBD provinsi dapat dilihat pada Tabel 5.5 berikut ini.

Tabel 5. 5 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi

Tahun Anggaran (Rp. x juta)
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
A. | Air Limbah Domestik - - = " .

No Uraian Kegiatan Total Pendanaan

B. | Persampahan -/ 300| 1.000| 300| 500 2.100
C. | Drainase - - - - - -
Jumlah Total Anggaran -| 300| 1.000| 300| 500 2.100

Sumber : Analisis Pokja PPAS Kab. Lamandau Tahun 2023

Dari Tabel 5.5 diatas terlihat bahwa sektor sanitasi melalui penganggaran
APBD provinsi ada teralokasi di sektor persampahan sebesar Rp. 2. 100.000.000,-
sedangkan sektor air limbah dometik dan drainase sebesar Rp. O,-

Untuk rekapitulasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi
Kabupaten Lamandau dalam jangka waktu 5 tahun yaitu tahun 2024-2028,
berdasarkan sumber dari APBN dapat dilihat pada Tabel 5.6 dibawah ini.

Tabel 5. 6 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN

. . Tahun Anggaran (Rp. x juta)
No Uraian Kegiatan 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 Total Pendanaan
A. | Air Limbah Domestik 500 - - - - 500
B. | Persampahan 1.200 | 26.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 31.000
C. | Drainase - - - - -
Jumlah Total Anggaran | 1.700 | 26.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 31.500

Sumber : Analisis Pokja PPAS Kab. Lamandau Tahun 2023
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Dari Tabel 5.6 diatas terlihat bahwa anggaran yang direncanakan untuk
dialokasikan oleh pemerintah pusat selama S5 tahun mendatang terkait dengan
kebutuhan pembangunan sanitasi di Kabupaten Lamandau sebesar Rp.
31.500.000.000,-. Dengan rincian masing-masing sektor yakni air limbah domestik
sebesar Rp. 500.000.000,- persampahan sebesar Rp. 31.000.000.000,- sedangkan
sub drainase tidak ada pendanaan yang bersumber dari APBN.

Untuk rekapitulasi dalam jangka waktu 5 tahun 2024-2028, berdasarkan
sumber pendanaan dari DAK dapat dilihat pada Tabel 5.7 dibawah ini.

Tabel 5. 7 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK

Tahun Anggaran (Rp. x juta)
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
A. | Air Limbah Domestik -1 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 20.000
B. | Persampahan - - - - - B

Total Pendanaan

No Uraian Kegiatan

C. | Drainase - - - - =
Jumlah Total Anggaran -1 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 20.000
Sumber : Analisis Pokja PPAS Kab. Lamandau Tahun 2023

Dari Tabel 5.7 diatas terlihat bahwa komitmen anggaran yang dialokasikan
oleh pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus Sanitasi (DAK) selama 5
tahun mendatang terkait dengan kebutuhan pembangunan sanitasi di Kabupaten
Lamandau sebesar Rp. 20.000.000.000,-. sedangkan sub drainase tidak ada

pendanaan yang bersumber dari DAK.

5.3 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan

Non Pemerintah

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang
dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Lamandau dalam jangka
waktu 5 tahun yaitu tahun 2024-2028, berdasarkan sumber anggaran non-
pemerintah (swasta/CSR dan masyarakat).

Untuk rekapitulasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi
Kabupaten Lamandau dalam jangka waktu 5 tahun yaitu tahun 2024-2028,
berdasarkan sumber dari swasta dan BUMD dapat dilihat pada Tabel 5.8 di bawah

ini.
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Tabel 5. 8 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/ CSR

Tahun Anggaran (Rp. x juta)
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
A. | Air Limbah Domestik - - - - % B

Total Pendanaan

No Uraian Kegiatan

B. | Persampahan 280 | 280 | 280| 280 | 280 1.400
C. | Drainase - - - - - -
Jumlah Total Anggaran 280 | 280 | 280 280 | 280 1.400

Sumber : Analisis Pokja PPAS Kab. Lamandau Tahun 2023

Dari Tabel 5.8 diatas terlihat bahwa anggaran yang diajukan melalui
swasta/CSR selama 5 tahun mendatang terkait dengan kebutuhan pembangunan
sanitasi di Kabupaten Lamandau sebesar Rp. 1.400.000.000,- sedangkan sektor
drainase dan air limbah tidak ada pendanaan yang bersumber dari Swasta/CSR.

Untuk rekapitulasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi
Kabupaten Lamandau dalam jangka waktu 5 tahun 2024-2028, berdasarkan
sumber pendanaan dari partisipasi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 5.9

dibawah ini;

Tabel 5. 9 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat

Tahun Anggaran (Rp. x juta)
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
A. | Air Limbah Domestik - - - = & R

Total Pendanaan

No Uraian Kegiatan

B. | Persampahan 158 | 2131 213] 213| 213 1.005
C. | Drainase - - - - - -
Jumlah Total Anggaran 183 213 213 2431 218 1.005

Sumber : Analisis Pokja PPAS Kab. Lamandau Tahun 2023

Dari Tabel 5.9 diatas terlihat bahwa anggaran yang diajukan melalui
partisipasi masyarakat selama 5 tahun mendatang terkait dengan kebutuhan
pembangunan sanitasi di Kabupaten Lamandau di sektor persampahan sebesar
Rp. 1.005.000.000,- sedangkan sektor drainase dan air limbah tidak ada

pendanaan yang bersumber dari masyarakat.

Catatan :

Data Seluruh Tabel di ambil dari Lampiran 5 : hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi

pendanaan serta sumber pendanaan
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BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Monitoring dan evaluasi capaian SSK merupakan salah satu strategi
pendukung yang akan turut menentukan keberhasilan program pembangunan
dibidang sanitasi. Monitoring merupakan salah satu cara untuk mengetahui
apakah suatu kegiatan berjalan sesuai atau dengan rencana serta menggunakan
sumber daya secara tepat. Evaluasi adalah penilai tentang sebagaimana program
dijalankan, apakah proses dan dampaknya sudah sesuai dengan yang diharapkan,
mengidentifikasikan faktor-faktor penghambat yang dihadapi dan faktor-faktor
pendukung yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, monitoring
dan evaluasi adalah kegiatan untuk memeriksa, mengawasi dan menilai jalannya
program mulai dari tahapan sosialisasi dan orientasi awal, perencanaan,
pelaksanaan kontruksi hingga pada kegiatan penyelesaian pembangunan fisik dan
pemeliharaannya.

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian dalam perencanaan
strategi sanitasi kabupaten untuk mengetahui sejauh mana batasan kegiatan dan
hasil dari pelaksanaan strategi sanitasi kabupaten yang telah dicapai berdasarkan
tahun kegiatan. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga merupakan kontrol untuk
perencanaan program tahun berikutnya dan membahas penyelesaian kegiatan
yang tertunda bahkan sebagai data dasar kegiatan dari perencanaan yang
berkelanjutan.

Sesuai dengan tujuan penyusunan dokumen strategi sanitasi kabupaten,
maka tujuan penyusunan strategi monitoring dan evaluasi sanitasi yaitu
menetapkan kerangka kerja untuk mengukur dan memperbaharui kondisi dasar
sanitasi, memantau dampak, hasil dan keluaran dari kegiatan sektor sanitasi,
untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi, rencana pengembangan
dan target tertentu sanitasi, serta kepatuhan pada standar pelayanan minimun
yang ada sudah dilaksankan secara efektif.

Monitoring dan evaluasi ini perlu dilakukan secara rutin oleh Pokja
Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi (PPAS) Kabupaten Lamandau.
Hal tersebut dilakukan sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan
capaian sasaran pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan
pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati. Kegiatan
dalam petunjuk praktis ini mencakup:

1) Menilai ulang kerangka hasil/ kerangka SSK seperti tujuan, input, kegiatan dan
output.

2) Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi SSK di tingkat

pokja.
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3) Memasukkan informasi kerangka hasil ke dalam sistem monev berbasis
Nawasis PPSP.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan Program
Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Lamandau, perlu ada
keselarasan dan kesesuaian antar pelaksanaan dan perencanaan yang telah
dibuat. Dalam kaitan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan
pencapaian program dari strategi sanitasi Kabupaten Lamandau terdapat beberapa
pronsip yang perlu diperhatikan demi menjamin tercapainya tujuan kegiatan
monitoring dan evaluasi tersebut yiatu obyektif, profesional, partisipasi, tepat
waktu, transparan, akuntabel, berkesinambungan dan berbasis kinerja.

Mekanisme monitoring dan evaluasi kondisi sanitasi terdiri atas 4 komponen
yaitu:

a) Kunjungan lapangan untuk mengetahui progres dan kendala yang terjadi
dalam program dan kegiatan.

b) Pengumpulan data yang terdiri dari program yang berkaitan dengan sanitasi,
yaitu: kegiatan, lokasi kegiatan, jumlah yang terlibat, sasaran kegiatan dan
hasil kegiatan.

c) Analisa data dan pelaporan yang berisi penggambaran kondisi pelaksanaan
sanitasi di Kabupaten Lamandau yaitu keberhasilannya, dampak dan juga
permasalahan yang timbul sehingga dapat dicarikan solusi yang terbaik bagi
semua stakeholder.

d) Perencanaan dan pengambilan keputusan untuk rencana tindak lanjut
tentang perkembangan program dan kegiatan sanitasi.

e) Tindakan pengimplementasian perencanaan dan keputusan yang telah

diambil dari rangkaian pada setiap tahap.
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